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ABSTRAK 
 
 
Nama   : Zakiya Tauri  
Nim   : 10700111083 
Judul Skripsi :Pengaruh Pengeluaran Pemerintah, Pendapatan 
Perkapita dan Pertumbuhan Ekonomi terhadap 
Tingkat Kemiskinan Di Provinsi Sulawesi Selatan 
          
 
Kemiskinan merupakan salah satu masalah dalam perekonomian yang 
harus dituntaskan. Masalah kemiskinan tidak hanya menyangkut masalah 
keuangan yang berkaitan dengan kemampuan untuk memperoleh pendapatan, 
maupun kemampuan untuk memperoleh barang dan jasa, tetapi juga menyangkut 
dimensi lain, seperti dimensi sosial, dimensi kesehatan, dimensi politik, dan 
dimensi pendidikan. Faktor-faktor yang mempengaruhi kemiskinan yaitu 
pengeluaran Pemerintah, pendapatan Perkapita dan pertumbuhan ekonomi. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengatahui pengaruh pengeluaran 
pemerintah, pendapatan perkapita dan pertumbuhan ekonomi terhadap tingkat 
kemiskinan di Provinsi Sulawesi Selatan. Data yang digunakan dalam penelitian 
ini adalah data sekunder yang diperoleh dari Badan Statistik Provinsi Sulawesi 
Selatan. Teknik analisis yang digunakan adalah metode analisis data kuantitatif 
dengan alat analisis Regresi Linear Berganda dengan bantuan software SPSS 21. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara simultan variabel pendapatan 
perkapita berpengaruh signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi SulSel. 
Dan secara parsial, pengeluaran pemerintah (X1) berpengaruh negatif dan  
signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi SulSel. Sedangkan variabel 
pendapatan perkapita (X2) berpengaruh negatif dan tidak signifikan tehadap 
tingkat kemiskinan di Provinsi SulSel. Dan variabel pertumbuhan ekonomi (X3) 
berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi 
SulSel.  
 
 
Kata kunci: Pengeluaran Pemerintah, Pendapatan Perkapita, Pertumbuhan 
Ekonomi dan Kemiskinan. 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
 
A. Latar Belakang  
Salah satu tujuan pembangunan nasional adalah meningkatkan kinerja 
perekonomian agar mampu menciptakan kehidupan yang layak bagi seluruh 
rakyat yang pada gilirannya akan mewujudkan kesejahteraan penduduk Indonesia. 
Salah satu sasaran pembangunan nasional adalah menurunkaan tingkat 
kemiskinan.  
Masalah kemiskinan memang telah lama ada sejak dulu kala. Pada masa 
lalu umumnya masyarakat menjadi miskin bukan karena kurang pangan, tetapi 
miskin dalam bentuk minimnya kemudahan atau materi. Dari ukuran kehidupan 
modern pada masa kini mereka tidak menikmati fasilitas pendidikan, pelayanan 
kesehatan, dan kemudahan–kemudahan lainnya yang tersedia pada zaman 
modern. 
Kemiskinan menjadi penting karena kemiskinan merupakan masalah 
kompleks dan multi dimensi, kemiskinan bukan hanya menyangkut masalah 
ekonomi tetapi juga masalah sosial. Hampir 40 persen dari penduduk di negara – 
negara sedang berkembang termasuk Indonesia dalam hidup tingkat kemiskinan 
absolut yang dibatasi pengertiannya dalam hubungannya dengan tingkat 
pendapatan yang kurang mencukupi. 
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Tabel 1.1 Tingkat Kemiskinan di Sulawesi Selatan Tahun 2004-2015 
Tahun Angka Kemiskinan 
Tingkat 
Kemiskinan(%) 
2004 1.241.500 13,56 
2005 1.280.600 14,98 
2006 1.112.000 14,57 
2007 1.083.400 14,11 
2008 1.031.700 13,34 
2009 963.600 12,31 
2010 917.400 11,61 
2011 835.500 11,6 
2012 805.800 10,29 
2013 805.900 10,11 
2014 806,000 9,54 
2015 864,000 10,12 
Sumber : Badan Pusat Statistik (BPS) Sulawesi Selatan, 2016 
Berdasarkan data BPS, terlihat bahwa jumlah penduduk miskin maupun 
persentase tingkat kemiskinan di Sulawesi Selatan pada tahun 2004-2015 belum 
menunjukkan penurunan secara konsisten. Hal ini memberikan indikasi bahwa 
pola penanganan kemiskinan di Provinsi Sulawesi Selatan belum didasarkan pada 
efektivitas penurunan angka kemiskinan yang dituangkan dalam strategi kebijakan 
pemerintah daerah. Provinsi Sulawesi Selatan. 
Dalam arti proper, kemiskinan dipahami sebagai keadaan kekurangan 
uang dan barang untuk menjamin kelangsungan hidup. Salah satu sebab 
kemiskinan adalah kurangnya pendapatan dan aset kebutuhan dasar seperti 
makanan, pakaian, tempat tinggal, pendidikan dan kesehatan. Pergesaran struktur 
ekonomi tersebut mengharuskan terjadinya proses industrialisasi.  
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Proses industrialisasi yang cepat juga menjadi pemicu matinya sektor 
pedesaan yang menyerap hampir 50% orang miskin. Namun menurut Oshima 
(1989) kegagalan beberapa negara berkembang untuk memperbaiki ketimpangan 
dan menurunkan tingkat kemiskinan tidak disebabakan oleh kegagalan teori 
trickle down effect tapi karena kegagalan pemerintah yang tidak mampu 
melanjutkan proses industrialisasi. Proses ini yang nantinya akan meyebarkan 
kesejahteraan ditiap daerah dalam satu negara.  
Namun sampai saat ini paradigma pemerintah nampaknya masih 
berorientasi pada pertumbuhan, meskipun kualitas pertumbuhan ekonomi 
Sulawesi selatan belum mampu mengentaskan kemiskinan dan justru 
memperbesar tingkatan antara kaum miskin dan kaya.  
Masalah lain yang menarik perhatian dalam pembangunan ekonomi 
Indonesia adalah pengeluaran pemerintah untuk mengentaskan kemiskinan. Dari 
tahun ke tahun pemerintah telah mengeluarkan banyak anggaran untuk menekan 
angka kemiskinan (pendapatan dibawah 2$/hari).  
Namun jika dilihat lebih teliti anggaran yang meningkat begitu besar 
hanya mampu menurunkan angka kemiskinan sebesar paling besar 1%. 
pembangunan ekonomi Indonesia merupakan hal yang kompleks dan menarik 
sebab di dalamnya terdiri dari banyak dinamika baik itu secara mikro maupun 
makro.  
Suatu negara dikatakan sukses dalam pembangunan ekonomi jika telah 
menyelesaikan tiga masalah inti dalam pembangunan. Ketiga masalah tersebut 
adalah angka kemiskinan yang terus meningkat, distribusi pendapatan yang 
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semakin memburuk dan lapangan pekerjaan yang tidak variatif sehingga tidak 
mampu menyerap pencari kerja.  
Beberapa program pengurangan kemiskinan yang dapat dilakukan seperti 
menyediakan paling tidak pendidikan dasar dan layanan kesehatan sebagai dasar 
yang kuatuntuk kemajuan jangka panjang. Selain itu, penyediaan berbagai macam 
barang dan jasa konsumsi publik (public consumption) yang di biayai oleh pajak 
bagi kelompok penduduk yang paling miskin, merupakan instrument lain yang 
bercuup berpontensi untuk mengentaskan kemiskinan. Strategi lain yang layak di 
pertimbangkan untuk memberantas kemiskinan adalah dengan membantu 
penduduk miskin mengembangkan usaha mikro mereka. Telah di katahui bahwa 
pendanaan (pinjaman kredit) merupakan salah satu penghambat pekembangan 
usaha-usaha kecil ini. Dengan meningkatkan modal kerja maka produktivitas dan 
pendapatan akan meningkatkan secara substansial, (Todaro dan Smith, 2003). 
Dalam skripsi Estomihi Hutabarat (2014) yang berjudul pengaruh 
desentralisasi fiskal, pengeluaran pemerintah dan pertumbuhan ekonomi terhadap 
kemiskinan di Provinsi Kalimantan Timur. Pada vaeiabel dalam penelitian ini 
adalah kemiskinan sebagai variabel dependen dan desentralisasi fiskal, 
pengeluaran pemerintah dan pertumbuhan ekonomi sebagai variabel independen. 
Analisis memberikan kesimpilan bahwa : desentralisasi fiskal, pengeluaran 
pemerintah dn pertumbuhan ekonomi memiliki pengaruh yang negatif dan 
signifikan terhadap kemiskinan. 
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Tabel 1.2 Jumlah Pengeluaran Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan Dari 
Tahun 2004-2015 
Tahun 
Jumlah Pengeluaran 
Pemerintah 
2004 821,189,291,000 
2005 937,663,529,100 
2006 960,760,698,000 
2007 1,008,132,654,600 
2008 1,204,551,063,600 
2009 1,216,690,654,400 
2010 1,404,551,063,600 
2011 1,790,359,628,200 
2012 3,515,467,824,126 
2013 4,081,165,379,141 
2014 4,498,990,000,000 
2015 4,890,910,000,000 
Sumber : Badan Pusat Statistik (BPS) Sulawesi Selatan, 2016 
Berdasarkan data pengeluaran pemerintah yang disajikan pada tabel di 
atas, pengeluaran pemerintah di Sulawesi Selatan selama tahun 2004-2015 
menunjukkan peningkatan yang konsisten setiap tahunnya. Hal ini memberikan 
indikasi bahwa penyedian barang dan jasa konsumsi publik telah menunjukkan 
perkembangan. Meningkatnya barang dan jasa konsumsi publik akan membantu 
masyarakat dalam meningkatkan daya beli untuk pemenuhan kebutuhan hidup, 
sehingga peningkatan pengeluaran pemerintah secara tidak langsung telah 
berdampak terhadap pengurangan angka kemiskinan. Akan tetapi faktanya 
peningkatan pengeluaran pemerintah belum berdampak pada penurunan angka 
kemiskinan. 
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Tabel 1.3 Data Pendapatan Perkapita  Provinsi Sulawesi Selatan tahun 
2004-2015 
Tahun Pendapatan Perkapita 
2004 34,345,081 
2005 36,424,018 
2006 38,867,679 
2007 41,332,426 
2008 44,549,824 
2009 47,326,078 
2010 51,199,899 
2011 55,098,741 
2012 59,718,497 
2013 64,283,430 
2014 66,365,553 
2015 69,625,045 
  Sumber : Badan Pusat Statistik (BPS), Provinsi Sulawesi Selatan 2016 
Berdasarkan data yang disajikan pada tabel di atas, pendapatan perkapita 
selama tahun 2004-2015 menunjukkan peningkatan yang konsisten seetiap 
tahunnya. Akan tetapi peningkatan tersebut belum berdampak penurunan angka 
kemiskinan di Provinsi Sulawesi Selatan. 
Berdasarkan data yang disajikan pada tabel di bawah, pertumbuhan 
ekonomi selama tahun 2004-2015 menunjukkan pola fluktuatif dan cenderung 
mengalami peningkatan. Pertumbuhan ekonomi yang menunjukkan peningkatan 
mengindikasikan bahwa aktivitas perekonomian di Provinsi Sulawesi Selatan 
telah menunjukkan perkembangan. Peningkatan pertumbuhan ekonomi mampu 
menciptakan kesempatan kerja yang tinggi dan pada gilirannya akan berdampak 
pada meningkatnya pendapatan masyarakat dan penurunan kemiskinan. Akan 
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tetapi pertumbuhan ekonomi yang menunjukkan peningkatan belum berdampak 
terhadap penurunan angka kemiskinan di Provinsi Sulawesi Selatan.  
Tabel 1.4 Data Petumbuhan Ekonomi Provinsi Sulawesi Selatan tahun 
2004-2015 
Tahun 
Pertumbuhan  Ekonomi 
Provinsi Sulawesi Selatan (%) 
2004 5,26 
2005 5,15  
2006 6,05 
2007 6,34 
2008 7,28  
2009 7,40  
2010 8,21 
2011 8.51 
2012 8,59 
2013 8,69 
2014 7,70 
2015 7,24 
      Sumber : Badan Pusat Statistik (BPS), Provinsi Sulawesi Selatan 2016 
Dengan pengeluaran pemerintah yang semakin besar tentunya dapat 
menjawab dari permasalahan yang terjadi di Sulawesi Selatan. Disamping itu 
penyerapan tenaga kerja yang semakin hari semakin meningkat tentunya dapat 
membantu pemerintah untuk menurunkan angka pengangguran yang terjadi di 
Sulawesi Selatan. Penelitian ini sangat diharapkan pula dapat menjawab masalah-
masalah yang melatarbelakangi kebijakan pemerintah untuk menetapkan target 
yang akan menentukan perbaikan dimasa yang akan datang.  
Mengacuh pada penjelasan di atas, maka penulis mencoba mengambil 
judul“Pengaruh Pengeluaran Pemerintah, pendapatan per kapita dan 
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pertumbuhan ekonomi terhadap tingkat kemiskinan di Sulawesi Selatan Tahun 
2004 sampai 2015”. 
B. Rumusan Masalah 
Dengan memperhatikan latar belakang masalah diatas maka dapat 
dirumuskan rumusan masalah bahwa, apakah terdapat pengaruh pengeluaran 
pemerintah, pendapatan per kapita dan pertumbuhan ekonomi terhadap tingkat 
kemiskinan di Sulawesi Selatan tahun 2004 sampai 2015? 
C. Hipotesis Penelitian 
Diduga terdapat pengaruh pengeluaran pemerintah,  pendapatan per kapita 
dan pertumbuhan ekonomi terhadap tingkat kemiskinan di Sulawesi Selatan tahun 
2004 sampai 2015. 
D. Defenisi Opersional dan Ruang Lingkup Penelitian 
1. Defenisi Operasional 
Ini menggunakan satu variabel dependen (Y) dan tiga variabel independen 
(X). Defenisi operasional masing-masing dalam penelitian ini adalah: 
a. Tingkat kemiskinan (Y)  
b. Pengeluaran pemerintah (X1) merupakan belanja pemerintah berupa 
belanja modal dan belanja barang yang tujuannya sebagai investasi 
pemerintah dan diukur dengan rasio total pengeluaran APBD di Sulawesi 
Selatan yang dinyatakan dalam persen. 
c. Pendapatan per kapita (X2) merupakan personal income dimana 
pendapatan yang diterima dipeoleh dengan membagi nilai produk 
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domestik regional bruto satu tahun tertentu dengan jumlah penduduk 
pada tahun tersebut. 
d. Pertumbuhan ekonomi (X3) merupakan realisasi dari hasil yang dicapai 
oleh pemerintah dalam setahun sekali yang didapatkan dari berbagai 
sektor ekonomi dan diukur dengan menggunakan persen. 
2. Ruang lingkup Penelitian 
Adapun ruang lingkup penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah 
meliputi tingkat daerah yaitu Sulawesi Selatan secara keseluruhan dan kegiatan 
pengambilan data melalui Badan Pusat Statistik. 
E. Penelitian Terdahulu 
Dalam skripsi Seri Jefry Adil Wiruwu (2016) yang berjudul Analisis 
pengaruh pertumbuhan ekonom, pengangguran, belanja pemerintah dan investasi 
terhadap tingkat kemiskinan di Indonesia Tahun 1995-2014, hasil penelitian 
kofisien regresi variabel belanja pemerintah bernilai negatif dan signifikan dengan 
nilai sebesar -689012 dengan nilai signifikan sebesar 0,015 terhaap tingkat 
kemiskinan di Indonesia tahun 1994-2014. Hal ini berarti, apabila terjadi 
peningkatan belanja pemerintah sebesar 1 persen maka terjadi penurunan tingkat 
kemiskinan sebesar 6,89012 persen. 
Pada hipotesis pertama mengatakan bahwa ada pengaruh signifikan antara 
pertumbuhan ekonimi terhadap tingkat kemiskinan Indonesia tahun 1995-2014. 
Koefisien  regresi variabel pertumbuhan ekonomi berpengaruh negatif dan 
signifikan dengan kofisien negatif  sebesar -0,527 dan t hitung sebesar -4,119 
terhadap tingkat kemiskinan di Indonesia tahun 1995-2014. Hal ini menunjukan 
bahwa pertumbuhan ekonomi mempunyai pengaruh dan signifikan terhadap 
tingkat kemiskinan di Indonesia dengan memiliki hubungan yang negatif.  
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Dalam jurnal Maruti Nurhayati (2007) yang berjudul Faktor-Faktor yang 
Mempengaruhi Kemiskinan di Jawa Barat, Hasil penelitian menggunakan 
variabel pendapatan, pendidikan,jumlah pengangguran dan tingkat 
ketergantungan. Dengan menggunakan analisis regresi berganda diperoleh hasil 
Koefisien regresi untuk pendapatan bernilai negatif yaitu sebesar 0,002 yang 
berarti setiap kenaikan pendapatan sebesar 1 persen akan menurunkan kemiskinan 
sebesar 0,002 persen. Tingkat pendidikan memiliki koefisien regresi bernilai 
negatif yaitu 0,38 yang berarti jika tingkat pendidikan meningkat satu persen 
maka akan menurunkan tingkat kemiskinan sebesar 0,38 persen. Nilai koefisien 
regresi untuk tingkat pengangguran bernilai positif yaitu sebesar 0,17 yang berarti 
jika tingkat pengangguran meningkatsatupersen maka akan meningkatkan tingkat 
kemiskinan sebesar 0,17 persen. Koefisien regresi untuk variabel tingkat 
ketergantungan bernilai positif sebesar 0,23. Hal tersebut berarti jika tingkat 
ketergantungan meningkat sebesar satu persen maka akan menaikkan tingkat 
kemiskinan sebesar 0,23 persen. 
Dalam skripsi Barika (2013), yang berjudul pengaruh pertumbuhan 
ekonomi, pengeluaran pemerintah, pengangguran dan inflasi terhadap tingkat 
kemiskinan di Provinsi Sumatra. Hasil penelitian menunjukan bahwa variabel 
pertumbuhan ekonomi tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kemiskinan 
di Provinsi Sumatra dan variabel pengeluaran pemerintah dan tingakat 
pengangguran mempunyai pengaruh signifikan terhadap pengaruh tingkat 
kemiskinan di Provinsi Sumatra. 
 
F. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 
1. Tujuan Penelitian 
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Untuk mengetahui pengaruh pengeluaran pemerintah, pendapatan per 
kapita dan pertumbuhan ekonomi terhadap tingkat kemiskinan  di Sulawesi 
Selatan tahun 2004 sampai 2015. 
2. Kegunaan Penelitian 
Berdasarkan uraian di atas maka kegunaan penulisan ini adalah sebagai 
berikut: 
a. Sebagai bahan informasi bagi pemerintah daerah Selawesi Selatan dalam 
strategi kebijakan di masa yang akan datang. 
b. Sebagai sumbangan ide dan teoritis bagi peneliti lainnya yang ingin meneliti 
masalah yang berkaitan dengan Pengaruh Pengeluaran Pemerintah, 
pendapatan perkapita dan pertumbuhan ekonomi terhadap tingkat kemiskinan 
Di Sulawesi Selatan. 
c. Di harapkan hasil penelitian ini dapat di jadikan sebagai bahan pertimbangan 
bagi pemerintah di Sulawesi Selatan, dan peneliti ini dapat menjadi informasi 
atau pengetahuan tambahan mengenai penyerapan tenaga kerja di Sulawesi 
Selatan. 
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BAB II 
TINJAUAN PUSTAKA 
 
A. Kemiskinan 
1. Pengertian Kemiskinan 
Kemiskinan muncul ketika seseorang atau sekelompok orang tidak 
mampu mencuckupi tingkat kemakmuran ekonomi yang dianggap sebagai 
kebutuhan sebagai keadaan kekurangan uang dan barang untuk menjamin 
kelangsungan hidup. Dalam arti luas, Chamber (dalam Chriswardani Suryawati, 
2005) mengatakan bahwa kemiskinan adalah suatu intergrated concept, yang 
memiliki 5 dimensi, yaitu: 1) kemiskinan (proper), 2) ketidakberdayaan 
(powerless), 3) kerentanan menghadapi situasi darurat (state of emergency), 4) 
ketergantungan (dependence), dan 5) keterasingan (isolation) baik secara grafis 
maupun sosiologis. 
Kemiskinan diartikan sebagai suatu standar tingkat yang rendah, yaitu 
adanya tingkat kekurangan materi pada sejumlah atau golongan orang 
dibandingkan dengan standar kehidupan yang umum berlaku dalam masyarakat 
yang bersangkutan. Sedangkan Bappenas (2004) dalam jurnal Asmara 
medefinisikan kemiskinan sebagai kondisi dimana seseorang atau kelompok 
orang, laki-laki dan perempuan tidak mampu memenuhi hak-hak dasarnya untuk 
mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang bermatabat. Hak-hak 
dasar masyarakat antara lain terpenuhinya kebutuhan pangan, kesehatan, 
pendidikan, perumahan, air bersih, pertahanan sumber daya alam dan lingkungan 
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hidup, rasa aman dari perlakuan atau ancaman tindak kekerasan dan hak 
berpatisispasi dalam kehidupan sosial-politik. 
Menurut Kornita (2009), dalam jurnal Asmara, kemiskinan adalah ketidak 
mampuan seseorang untuk memenuhi kebutuhan dasar standar atas setiap aspek 
kehidupan. Pendapat para ahli dalam memandang kemiskinan berbeda-beda. 
Namun secara garis besar kemiskinan dapat dikelompokan sebagai berikut: 
a. Kemiskinan berhubungan dengan budaya (culture) yang hidup dalam 
masyarakat, yang biasa disebut kemiskinan culture. Dalam hal ini kemiskinan 
dikaitkan dengan etos kerja. 
b. Kemiskinan timbul akibat adanya ketidakadilan dalam pemilihan faktor 
produksi dalam masyarakat. Kelompok yang memiliki akses yang kuat 
terhadap factor produksi cenderung mendominasi dan melakukan ekspansi 
ekonomi yang akhirnya menyisihkan kelompok masyarakat yang kecil, 
akibatnya muncul kemiskinan structural karena lemahnya kemapuan usaha 
dan terbatasnya akses pada kegiatan ekonomi. 
Menurut Selo Soemarjan dalam sosiologi teks pengantar dan terapan 
mengemukakan bahwa strutural kemiskinan adalah kemiskinan yang diderita oleh 
suatu golongan masyarakat,karena struktur sosialnya tidak dapat ikut 
menggunakan sumber-sumber pendapatan yan sebenarnya tersedia bagi mereka. 
Secara teoritis kemiskina structural dapat diartikan sebagai suasana kemiskinan 
yang dialami oleh suatu masyarakat yang penyebab utamanya bersumber dan 
dapat dicerna pada structur sosial yang berlaku. Struktur social yang berlaku telah 
mengurung mereka kedalam suasana kemiskinan secara turun-temurun selama 
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bertahun-tahun, sejalan dengan itu mereka hanya mungkin keluar dari kemiskinan 
melalui suatu proses perubahan struktur yang mendasar. 
2. Teori Kemiskinan 
Teori Todaro dan Smith (2004) yang mengatakan bahwa, pertumbuhan 
ekonomi menjadi faktor utama untuk mengentaskan kemiskinan.Pertumbuhan 
ekonomi adalah kenaikan kapasitas dalam jangka panjang dari negara yang 
bersangkutan untuk menyediakan berbagai barang ekonomi kepada penduduknya 
yang ditentukan oleh adanya kemajuan atau penyesuaian-penyesuaian 
teknologi,institusional (kelembagaan), dan ideologis terhadap berbagai tuntutan 
keadaan yang ada. Beberapa program pengurangan kemiskinan yang dapat 
dilakukan seperti menyediakan paling tidak pendidikan dasar dan layanan 
kesehatan sebagai dasar yang kuatuntuk kemajuan jangka panjang. Selain itu, 
penyediaan berbagai macam barang dan jasa konsumsi public (public 
consumption) yang di biayai oleh pajak bagi kelompok penduduk yang paling 
miskin, merupakan instrument lain yang bercuup berpontensi untuk mengentaskan 
kemiskinan. Strategi lain yang layak di pertimbangkan untuk memberantas 
kemiskinan adalah dengan membantu penduduk miskin mengembangkan usaha 
mikro mereka. Telah di katahui bahwa pendanaan (pinjaman kredit) merupakan 
salah satu penghambat pekembangan usaha-usaha kecil ini. Dengan meningkatkan 
modal kerja maka produktivitas dan pendapatan akan meningkatkan secara 
substansial. 
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3. Pandangan Islam Terhadap Kemiskinan 
Islam memandang kemiskinan sepenuhnya adalah struktural dan Allah 
SWT menjamin seluruh rezky makhluknya. Dalam hal ini Allah SWT berfirman 
dalam Q.S Ar-Rum: 30/40 sebagai berikut: 
                                   
                    
Terjemahannya : 
 
“Allah-lah yang menciptakan kamu, kemudian memberiakn rezki, 
kemudian mematikanmu, kemudian menghidupkanmu (kembali), adakah diantara 
yang kamu sekutukan dengan Allah itu dan Maha Tinggi dari apa yang mereka 
persekutukan”.(Ar-Rum30/40). 
 
Dalam islam ada dua madzhab dalam menjelaskan siapa sebenarnya yang 
disebut miskin itu. Pertama, madzhab hanafi dan maliki yang berpendapat bahwa 
miskin itu adalah “orang yang tidak mempunyai sesuatupun juga”. Kedua, 
madzhab hambali dan syafi’i yang menyatakan miskin itu adalah “ orang yang 
mempunyai seperdua dari keperluannya atau lebih tetapi tidak mencukupi”. 
Dalam kehidupan kita, biasanya kata miskin dijadikan kata majemuk dengan kata 
faqir,sehingga menjadi faqir miskin yang artinya kurang lebih sama. Menurut 
hemat penulis, faqir dapat disamakan dengan kemiskinan absolut dan miskin 
dengan kemiskinan relatif. 
4. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kemiskinan 
Kemiskinan terlihat dari rendahnya tingkat pendapatan, kurangnya 
konsumsi kalori yang diperlukan oleh tubuh manusia dan melebarnya kesenjangan 
antara si kaya dansi miskin. Kemiskinan yang menimpa sekelompok masyarakat 
berhubungan dengan status sosial ekonominya dan potensi wilayah. Faktor sosial 
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ekonomi yaitu faktor yang berasal dari dalamdiri masyarakat itu sendiri dan 
cenderung melekat pada dirinya seperti tingkat pendidikan dan keterampilan yang 
rendah, teknologi dan rendahnya aksebilitas terhadap kelembagaan yan ada. 
Kedua faktor tersebut menentukan aksebilitas masyarakat miskin dalam 
memanfaatkan peluang-peluang ekonomi dalam menunjang kehidupannya. 
Kemiskinan sesungguhnya merupakan suatu fenomena yang kait mengait antara 
suatu faktor dengan faktor lainnya. Oleh karena itu untuk mengkaji kemiskinan 
harus diperhatikan jalinan antara faktor-faktor penyebab kemiskinan dan faktor-
faktor yang berada dibalik kemiskinan tersebut. Jalinan antara kemiskinan dan 
keterbelakangan dengan beberapa aspek ekonomi dan aspek non ekonomi. Tiga 
komponen utama sebagai penyebab keterbelakangan dan kemiskinan masyarakat. 
Beberapa faktor yang dinilai sebagai sebab-sebab kemiskinan anatara 
lain: (1) kesempatan kerja (pengangguran), dimana seseorang itu miskin karena 
menganggur, sehingga tidak memperoleh penghasilan atau jika dia bekerja penuh, 
baik dalam ukuran hari, minggu, bulan, maupun tahun, (2) upah gaji di bawah 
minimum, (3) produktivitas kerja yang rendah, (4) ketiadaan aset, (5) 
diskriminasi, (6) tekanan harga, dan (7) penjualan tanah. 
B. Teori Pengeluaran Pemerintah  
1. Pengertian Pengeluaran Pemerintah 
Pengeluaran pemrintah merupakan salah satu komponen kebijakan fiskal 
yang terutama bertujuan untuk mencapai kestabilan ekonomi yang mantap dengan 
tetap mempertahankan laju pertumbuhan ekonomi. Jika melihat dan 
memperhatikan kegiatan pemerintah dari tahun ke tahun, terlihat bahwa peranan 
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pemerintah selalu meningkat hampir diseluruh bidang ekonomi. Semakin 
meningkatnya peranan pemerintah dapat dilihat dari semakin besarnya 
pengeluaran pemerintah dan proporsinya terhadap penghasilan nasional apabila 
negara dan terhadap penghasilan daerah apabila berpusat dikabupaten dan atau 
kota.  
Sebenarnya pengeluaran pemerintah berperan dalam untuk 
mempertemukan antara permintaan masyarakat dengan penyediaan sarana dan 
prasarana yang tidak dapat dipenuhi oleh swasta. Pengeluaran pemerintah yang 
terus berkembang mengakibatkan penerimaan daerah harus lebih ditingkatkan. 
Hal ini berarti bahwa pemerintah daerah harus dapat menggali sumber-sumber 
penerimaannya yang sebagian besarnya berasal dari pajak dan retribusi daerah. 
Namun karena pengeluaran pemerintah sebagaian besar sangat penting 
dalam sumbangannya terhadap daerah akan tetapi yang lebih penting lagi adalah 
komposisi dari pengeluaran pemerintah tersebut. Maksudnya adalah dari 
komposisi pengeluaran pemerintah tersebutlah maka sasaran yang akan dituju 
akan tepat. Terlebih lagi dengan komposisi pengeluaran pemerintah itu maka akan 
terjawab pengeluaran mana yang lebih diprioritaskan agar nantinya dapat terlihat 
bahwa pengeluaran itu betul-betul tepat sesuai dengan sasaran pembangunan 
daerah.  
Karena pengeluaran pemerintah disamping sebagai keharusan bagi 
pemerintah daerah, pengeluaran pemerintah juga mencerminkan suatu kebijakan 
untuk melaksanakan perubahan seperti pelaksanaan pembelian suatu barang dan 
jasa sehingga pengeluaran pemerintah dapat dikatakan bahwa biaya yang harus 
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dikeluarkanoleh pemerintah dalam melaksanakan suatu kebijakan yang 
menguntungkan untuk daerah atau tempat pemerintahan itu berada. 
Pengeluaran pemerintah sebenarnya terdiri dari, pengeluaran rutin yaitu 
pengeluaran yang dikaitkan dengan kegiatan yang sifatnya terus menerus seperti 
aktifitas pemeliharaan, pembiayaan, bimbingan dan sebagainya. Sedangkan 
pengeluaran yang kedua adalah pengeluaran pembangunan yaitu pengeluaran 
yang dikaitkan dengan kegiatan yang sifatnya tidak tetap dan temporary 
(tergantung kebutuhan) seperti kegiatan yang sifatnya perbaikan, peningkatan dan 
pengembangan. 
2. Teori-teori Pengeluaran Pemerintah 
a. Teori Pengeluaran Pemerintah Wagner 
Berdasarkan pengalaman empiris dari negara-negara maju yaitu Amerika 
Serikat, Jepang dan Inggris, Wegner mengemukakan bahwa dalam suatu 
perekonomian, apabila pendapatan perkapita meningkat secara relatif pengeluaran 
pemerintah pun akan ikut meningkat. Meski dengan demikian, teori ini menyadari 
bahwa dengan tumbuhnya perekonomian hubungan antara industri dengan 
masyarakat dan sebagainya akan menjadi semakin rumit atau kompleks. 
Kelemahan hukum ini adalah hukum ini tidak didasarkan pada suatu 
ketetapan yang pasti tetapi hukum ini mendasarkan pandangannya pada teori 
organis pada pemerintah yang menganggap pemerintah sebagai individu yang 
bebas dalam bertindak, terlepas dari anggota masyarakat lainnya. 
 
 
19 
 
b. Teori Pengeluaran Pemerintah Peacok dan Weserman 
Teori ini didasarkan pada suatu pandangan bahwa pemerintah senantiasa 
berusaha untuk memperbesar pengeluaran sedangkan masyarakat tidak suka 
membayar pajak yang semakin besar untuk membiayai pengeluaran pemerintah 
yang semakin besar tersebut. Namun masyarakat mempunyai tingkat toleransi 
pajak yaitu suatu tingkat dimana masyarakat dapat memahami besarnya pungutan 
pajak yang dilakukan oleh pemerintah untuk membiayai kegiatan pemrintah 
sehingga mereka mempunyai tingkat kesediaan masyarakat untuk membayar 
pajak. Apabila keadaan normal tersebut terganggu, misalnya saja terjadi perang 
maka pemerintah harus memperbesar pengeluarannya untuk membiayai perang. 
Karena itu pemerintah melakukan penerimaannya dan konsumsi menjadi lebih 
berkurang. Akan tetapi perang tidak hanya bisa dibiayai dengan pajak sehingga 
pemerintah juga harus meminjam dari negara lain. Setelah perang selesai, 
sebetulnya pemerintah dapat menurunkan kembali tarif pada tingkat sebelum 
adanya gangguan, tetapi hal tersebut tidak dilakukan karena pemerintah harus 
mengembalikan angsuran hutang dan bunga pinjaman untuk membiayai perang, 
sehingga pengeluaran pemerintah setelah perang membengkak dikarenakan 
karena tidak hanya GDP naik, tetapi karena pengendalian hutang dan bunganya 
yang semakin meningkat. 
C. Teori Pendapatan Per Kapita 
1. Pengertian Pendapatan Per Kapita 
Pendapatan per kapita adalah besarnya pendapatan rata-rata penduduk di 
suatu negara. Pendapatan perkapita didapatkan dari hasil pembagian pendapatan 
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nasional suatu negara dengan jumlah penduduk negara tersebut. Pendapatan 
perkapita juga merefleksikan PDB per kapita Pendapatan per kapita (per capita 
income) adalah pendapatan rata-rata penduduk suatu negara pada suatu periode 
tertentu, yang biasanya satu tahun. Pendapatan per kapita bisa juga diartikan 
sebagai jumlah dari nilai barang dan jasa rata-rata yang tersedia bagi setiap 
penduduk suatu negara pada suatu periode tertentu. Pendapatan per kapita 
diperoleh dari pendapatan nasional pada tahun tertentu dibagi dengan jumlah 
penduduk suatu negara pada tahun tersebut. Pendapatan perkapita sering 
digunakan sebagai tolak ukur kemakmuran dan tingkat pembangunan sebuah 
negara; semakin besar pendapatan perkapitanya, semakin makmur negara 
tersebut. Konsep pendapatan nasional yang biasa dipakai dalam menghitung 
pendapatan per kapita pada umumnya adalah Pendapatan Domestik Bruto (PDB) 
atau Produk Nasional Bruto (PNB). 
2. Teori yang Berkaitan dengan Pendapatan Per Kapita 
Pertumbuhan ekonomi adalah proses kenaikan output per kapita dalam 
jangka panjang (Boediono, 1999:1). Pertumbuhan ekonomi di suatu daerah dapat 
diukur dengan pertumbuhan PDRB per kapita. PDRB per kapita merupakan 
gambaran nilai tambah yang bisa diciptakan oleh masing-masing penduduk akibat 
dari adanya aktivitas produksi. Nilai PDRB per kapita didapatkan dari hasil bagi 
antara total PDRB dengan jumlah penduduk pertengahan tahun. PDRB per kapita 
sering digunakan untuk mengukur tingkat kemakmuran penduduk suatu daerah.     
Menurut Todaro (1997) dalam Wini (2010:47), PDRB per kapita di suatu 
daerah mencerminkan rata-rata kemampuan pendapatan masyarakat untuk 
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memenuhi kebutuhannya terutama kebutuhan pokok. Pemenuhan kebutuhan 
pokok masyarakat merupakan salah satu indikasi kesejahteraan yang berasal dari 
aspek pemerataan pendapatan masyarakat di daerah. Tingkat kemiskinan tidak 
hanya berhubungan dengan kemampuan pendapatan, akan tetapi juga 
berhubungan dengan pemerataan pendapatan masyarakat di suatu daerah. BPS 
(2012), menjelaskan bahwa dengan membagi PDRB dengan jumlah penduduk 
pertengahan tahun yang tinggal disuatu wilayah maka akan diperoleh angka 
PDRB per kapita. 
D. Teori Pertumbuhan Ekonomi 
1. Pengertian Pertumbuhan Ekonomi 
Secara umum, pertumbuhan ekonomi didefenisikan sebagai peningkatan 
kemampuan dari suatu perekonomian dalam memproduksi barang-barang dan 
jasa-jasa. Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator yang amat 
penting dalam melakukan analisis tentang pembangunan ekonomi yang terjadi 
pada suatu negara. Di samping itu pula pertumbuhan ekonomi menggambarkan 
ekspansi gros domestik produk potensial atau nasional negara. Dengan kata lain, 
pertumbuhan ekonomi terjadi apabila batas kemungkinan produksi suatu negara 
mengalami peningkatan dari semua sektor unggulan negara.   
2. Teori – Teori Pertumbuhan ekonomi 
Para ekonom mempunyai pandangan atau persepsi yang tidak selalu sama 
mengenai proses pertumbuhan suatu perekonomian. Teori-teori pertumbuhan 
dapat dikelompokkan kedalam beberapa teori, yaitu: 
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a. Teori Pertumbuhan Ekonomi Klasik 
Teori pertumbuhan ekonomi adalah ahli ekonomi klasik yang pertama 
kali mengemukakan mengenai pentingnya kebijaksanaan (Lisezfaire)atas 
sistem mekanisme untuk memaksimalkan tingkat perkembangan 
perekonomian suatu masyarakat. Para ekonom yang mempelajari 
masalahpertumbuhan ekonomi telah menemukan bahwa mesin kemajuan 
ekonomi harus bertengger di atas empat roda yang sama, baik di Negara 
miskin atau Negara kaya. faktor pertumbuhan termasuk Sumber daya 
manusia (penawaran tenaga kerja, pendidikan, disiplin, motivasi), Sumber 
daya alam (tanah, mineral, bahan bakar, kualitas lingkungan). 
Adam Smith mengemukakan bahwa faktor manusia sebagai salah satu 
sumber pertumbuhan ekonomi. Manusia dengan melakukan spesialisasi akan 
mening katkan produktivitas, Smith bersama dengan Ricardo percaya bahwa 
batas dan pertumbuhan ekonomi adalah ketersediaan tanah. Tanah bagi kaum 
klasik merupakan faktor yang tetap.Kaum klasik juga yakin bahwa 
pertumbuhan ekonomi dapat berlangsung akibat adanya pembentukan 
akumulasi modal. Akumulasi tercipta karena adanya surplus dalam ekonomi, 
namun David Ricardo pesimis bahwa tersedianya modal dalam jangka 
panjang akan tetap mendukung pertumbuhan ekonomi. Menurutnya pada 
jangka panjang (long run) perekonomian akan menuju kepada keadaan yang 
stationer, yaitu dimana pertumbuhan ekonorni tidak terjadi sama sekali. 
Peranan teknologi akan dapat menghambat berjalannya (thelaw of 
diminishing return), walaupun tehnologi bersifat kaku, dan hanya dapat 
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berubah dalam jangka panjang. Bagi kaum klasik keadaan stationer 
merupakan keadaan ekonomi sudah mapan dimana masyarakat sudah hidup 
sejahtera dan tidak ada lagi pertumbuhan yang berarti. 
Tekanan  jumlah penduduk akan mendorong ekonomi pada keadaan 
para buruh berada pada taraf nafkah hidup minimum. Manakala upah berada 
di atas nafkah hidup, jumlah penduduk akan meningkat. Upah dibawah 
nafkah hidup akan menyebabkan angka kematian tinggi dan jumlah penduduk 
berkurang, hanya pada taraf upah setara dengan nafkah hidup dapat terjadi 
ekuilibrium jumlah penduduk yang stabil. 
b. Teori Pertumbuhan Neo-KIasik 
Teori pertumbuhan,model pertumbuhan neo-klasik berfungsi sebagai 
alat dasar untuk memahami proses pertumbuhan negara maju dan telah 
diterapkan dalam studi empiris mengenai sumber pertumbuhan ekonomi. 
Pendapat Neo-klasik tentang perkembangan ekonomi dapat diikhtisarkan 
sehagai berikut : adanya akumulasi kapital merupakan faktor penting dalam 
pembangunan ekonomi, Perkembangan merupakan proses yang gradual, 
Perkembangan merupakan proses yang harmonis dan kumulatif, adanya 
pikiran yang optimis terhadap perkembangan, aspek-aspek internasional 
merupakan faktor bagi perkembangan. 
Model pertumbuhan Neo-klasik menjelaskan ekonomi dengan output 
homogen tunggal yang diproduksi oleh dua jenis analisis, yaitu modal dan 
tenaga kerja. Unsur-Unsur baru utama dari model pertumbuhan Neo-klasik 
adalah modal dan perubahan teknologi. Pada proses pertumbuhan ekonomi, 
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para ekonom menekankan kebutuhan akan penumpukan modal (capital 
deepening), yang merupakan proses dengan kuantitas modal per buruh yang 
meningkatkan sepanjang waktu. 
c. Teori Pertumbuhan Ekonomi Modern 
Pertumbuhan ekonomi modern Simon Kuznets yang pernah menerima 
nobel tahun 1971, mendefinisikan pertumbuhan ekonomi sebagai kemampuan 
negara itu untuk menyediakan barang-barang ekonomi yang terus meningkat 
bagi penduduknya, pertumbuhan kemampuan ini didasarkan kepada 
kemajuan teknologi dan kelembagaan serta penyesuaian ideologi dan 
kelembagaan serta penyesuaian ideologi yang dibutuhkan. Berdasarkan 
definisi ini maka ada tiga komponen pokok yang sangat penting artinya : 
1) Kenaikan output nasional secara terus menerus merupakan perwujudan 
dari pertumbuhan ekonomi dan kemampuan untuk menyediakan berbagai 
macam barang ekonomi merupakan tanda kematangan ekonomi. 
2) Kemajuan teknologi merupakan prasyarat bagi pertumbuhan ekonomi 
yang berkesinambungan, namun belum merupakan syarat yang cukup. 
3) Penyesuaian kelembagaan, sikap, dan ideologi juga harus dilakukan. 
Pembangunan ekonomi adalah suatu transforrnasi suatu masyarakat 
tradisional menjadi masyarakat modem, melalui tahapan masyarakat, 
Persyaratan lepas landas, tahap kematangan, masyarakat berkonsumsi 
tingkat tinggi. 
Pertumbuhan ekonomi sebagai kemampuan jangka panjang untuk 
menyediakan berbagai jenis barang ekonomi yang terus meningkat kepada 
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masyarakat. Kemampuan ini tumbuh atas dasar kemajuan teknologi, 
institusional dan ideologis yang diperlukannya. Perlunya penanaman modal 
dalam menciptakan pertumbuhan ekonomi. Setiap usaha ekonomi harus 
menyelamatkan proporsi tertentu dari pendapatan nasional yaitu untuk 
menambah stok modal yang akan digunakan dalam pertumbuhan ekonomi 
baru. Hubungan ekonomi yang langsung antar besarnya stok modal (C) dan 
jumlah produksi nasional (Y). 
d. Teori Pertumbuhan Ekonomi Wilayah 
Pola pertumbuhan ekonomi regional tidaklah sama dengan apa yang 
lazim ditemukan pada pertumbuhan ekonomi nasional. Hal ini pada dasarnya 
disebabkan pada analisa pertumbuhan ekonomi regional. Namun demikian, 
kedua kelompok ilmu ini juga mempunyai ciri yang sama yaitu memberikan 
tekanan pada unsur waktu yang merupakan faktor penting dalam analisa 
pertumbuhan ekonomi. Karena teori ekonomi regional memberikan juga pada 
unsur space, maka faktor-faktor yang menjadi perhatian juga berbeda dengan 
apa yang lazim dibahas pada pertumbuhan ekonomi nasional.  
Pertumbuhan ekonomi nasional faktor-faktor yang sangat diperhatikan 
adalah modal, lapangan pekerjaan dan kemajuan teknologi yang bisa muncul 
dalam berbagai bentuk. Sedangkan pada teori pertumbuhan ekonomi regional 
faktor-faktor yang mendapat perhatian utama adalah keuntungan lokasi, 
aglomerasi migrasi dan arus lalulintas modal antar wilayah.  
Pertumbuhan regional ditentukan oleh faktor endogen ataupun exogen 
yaitu faktor-faktor yang terdapat di dalam daerah yang bersangkutan ataupun 
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faktor-faktor di luar daerah atau kombinasi dari keduanya. Pertumbuhan dari 
dalam wilayah dilihat dari segi hubungan struktural (keterkaitan antar sektor) 
dan hubungan fungsional (interaksi antar sub sistem dalam suatu wilayah).   
Adapun beberapa teori pertumbuhan ekonomi regional yang lazim 
dikenal, antara lain :  
1) Export Base-Models yang kemudian dikembangkan pertumbuhan 
ekonomi suatu daerah ditentukan oleh eksploitasi pemanfaatan alamiah 
dan pertumbuhan basis ekspor daerah yang bersangkutan yang juga 
dipengaruhi oleh tingkat permintaan eksternal dari daerah-daerah lain 
2) Neo-Classic, teori ini mendasarkan analisanya pada komponen fungsi 
produksi.Unsur-Unsur yang menentukan pertumbuhan ekonomi regional 
adalah modal, tenaga kerja, dan teknologi. Lebih khusus teori ini 
menganalis pengaruh perpindahan penduduk (migrasi) dan lalu lintas 
modal terhadap pertumbuhan regional 
3) Cummulative Causation Models, teori ini berpendapat bahwa 
peningkatan pemerataan pembangunan antar daerah tidak hanya dapat 
diserahkan pada kekuatan pasar (market mechanism), tetapi perlu adanya 
campur tangan pemerintah dalam bentuk program-program 
pembangunan regional terutama untuk daerah-daerah yang relatif masih 
terbelakang. 
4) Core Periphery Models, teori ini menekankan analisa pada hubungan 
yang erat dan saling mempengaruhi antara pembangunan kota (core) dan 
desa (periphery). Menurut teori, gerak langkah pembangunan daerah 
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perkotaan akan lebih ditentukan oleh keadaan desa-desa yang 
disekitarnya. Sebaliknya pembangunan pedesaan tersebut sangat 
ditentukan oleh arah pembangunan perkotaan. 
E. Pentingnya Peran Pemerintah dalam Perekonomian  
Pandangan Klasik menyatakan bahwa mereka tidak setuju jika campur 
tangan pemerintah dalam perekonomian karena kedudukan pemerintah menurut 
paradigma Klasik bersifat pasif saja. Artinya keterlibatan pemerintah dalam 
perekonomian hanya pada sektor-sektor yang jika ditangani oleh pihak swasta 
akan mengakibatkan distorsi. Peranan pemerintah dalam konteks Klasik antara 
lain mewujudkan infrastruktur agar pihak swasta dapat menjalankan aktivitas 
dengan efesien serta membuat aturan-aturan dan menyediakan fasilitas publik agar 
pihak swasta dapat bekerjasama dengan baik.  
Karena intervensi pemerintah dalam perekonomian hanya akan 
mengganggu bekerjanya kekuatan objektif  pasar atau mekanisme pasar. 
Pandangan Klasik tersebut bahkan diteruskan oleh generasi berikutnya yaitu Neo-
Klasik yang mempunyai pandangan hampir sama yakni menganggap bahwa 
campur tangan pemerintah yang akan menghambat kebebasan individu untuk 
membangun dan mengembangkan sistem demokrasi. 
Pandangan diatas ditantang keras oleh pemikir lainnya yang menyatakan 
campur tangan pemerintah itu penting. Jhon Maynard Keynes mengatakan bahwa 
tanpa adanya campur tangan pemerintah dalam perekonomian maka akan terjadi 
persaingan bebas yang akan merugikan kelompok yang lemah, terjadinya 
menopoli oleh sekelompok orang atau organisasi yang lebih kuat, karena menurut 
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Keynes mekanisme pasar belum pasti dapat membawa pada alokasi sumber daya 
dan output yang optimal (full Employment). Kedudukan pemerintah utamanya 
dalam era perekonomian modern sangat penting karena untuk mengeliminasi 
adanya kegagalan dalam mekanisme pasar serta adanya eksternalitas dalam 
perekonomian. 
Keterlibatan pemerintah terutama di negara sedang berkembang seperti 
Indonesia masih sangat penting, untuk mengatur perekonomian dan menghasilkan 
barang dan jasa maka pemerintah tentunya memerlukan pembiayaan.Sumber 
pembiayaan pemerintah berasal dari penarikan wajib pajak dari 
masyarakat.Disamping itu, pemerintah juga melakukan pengeluaran, pengeluaran 
pemerintah ini dapat dibedakan menjadi pengeluaran pemerintah berupa 
pembelian barang dan jasa dan pengeluaran yang sifatnya transfer ataupun 
subsidi. 
Ibnu Taimiah dalam kitabnya Al-hisbah menyebutkan tugas wali Hisbah 
melarang terjadinya kemungkaran-kemungkaran, seperti berdusta dan khiyanat, 
termasuk dalam hal ini, mengurangi timbangan, takaran dan curang dalam 
kerajinan-kerajinan dan barang dagangan. Di sebutkan juga kecurangan dapat 
dalam perjanjian jual beli dengan menyembunyikan cacat barang dan memalsu 
barang, seperti barang yang bagian luarnya lebih baik dari bagian dalam, sebagai 
mana pernah terjadi pada masa Nabi Muhammad SAW, yang kemudian beliau 
perintahkan untuk meletakkan bagian yang basah di luar, seperti orang yang 
membuat makanan, roti,sayur,bubur dan sebagainya. Atau orang-orang yang 
membuat pakaian, seperti tukang-tukang tenun jahit dan sebagainya atau orang-
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orang yang membuat barang-barang lain, wali Hisbah berkewajiban mencegah 
mereka dari pemalsuan khiyanat dan penyembunyian. 
Dari kutipan keterangan Ibnu Taimiah tersebut, kita mengetahui bahwa 
masalah campur tangan Negara dalam kegiatan-kegiatan perekonomian  telah 
dibicarakan para fuqaha, mencakup segala macam pekerjaan berupa pengawasan 
dan pemilikan, guna menjaga jangan sampai terjadi kecurangan-kecurangan  dan 
perbuatan yang merugikan kepentingan masyarakat di samping itu juga mengatur 
ketentuan dan persyaratan kerja yang menjamin tercapainya tujuan dari pada tiap-
tiap bidang pekerjaan. Pemerintahan dalam islam juga dijelaskan dalam Firman 
Allah SWT Q.S Ali-Imran (3) ayat 104: 
                                     
 
Terjemahanya: 
 
 ”Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru 
kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang 
munkarmerekalah orang-orang yang beruntungMa'ruf: segala perbuatan yang 
mendekatkan kita kepada Allah; sedangkan Munkar ialah segala perbuatan yang 
menjauhkan kita dari pada-Nya.” 
 
Maksud dari ayat di atas yaitu perintah agar diwujudkan umat yang 
mengajak kepada kebaikan, memerintahkan yang ma’ruf dan mencegah yang 
mungkar dalam ayat tersebut meliputi juga penguasa atau pemerintah.Hal ini 
berarti bahwa Negara, menurut ajaran Islam, berkewajiban mengajak rakyat untuk 
berbuat kebajikan, memerintahkan yang ma’ruf dan mencegah yang mungkar. 
Hadits Nabi riwayat Bukhari mengajarkan: “Perumpamaan orang yang 
menegakkan hukum-hukum Allah dan orang yang melanggarnya adalah ibarat 
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suatu kaum yang mengadakan undian untuk naik kapal, sebagian mendapat 
tempat di bagian atas dan yang lain mendapat tempat dibagian bawah; orang-
orang yang menempati bagian bawah apabila akan mengambil air akan melewati 
orang-orang bagian atas; untuk tidak mengganggu orang-orang bagian atas itu, 
mereka berfikir lebih baik melobangi dasar kapal saja, agar dapat langsung 
mengambil air; apabila orang-orang membiarkan keinginan mereka itu, niscaya 
mereka semuanya akan binasa (tenggelam); tetapi kalau orang-orang itu melarang 
keinginan mereka, niscaya mereka semua selamat”. Demikian hadits Nabi 
mengajarkan bahwa perbuatan-perbuatan yang tidak benar apabila dibiarkan 
dilakukan orang dalam kehidupan masyarakat, maka akibat perbuatan itu pasti 
juga akan menimpa masyarakat yang lain yang tidak melakukannya. Oleh 
karenanya, Negara yang berkewajiban untuk memelihara keselamatan masyarakat, 
kewajiban juga untuk mencegah hal-hal yang tidak baik pengaruhnya dalam 
kehidupan masyarakat. 
F. Hubungan Variabel Independent Dengan Variabe Dependent 
1. Hubungan Antara Pengeluaran Pemerintah Terhadap Kemiskinan 
Peran pemerintah dalam mengatasi tingkat kemiskinan sangat dibutuhkan, 
sesuai dengan peranan pemerintah yaitu alokasi, distribusi dan stabilisasi. Peranan 
tersebut merupakan syarat yang harus di penuhi jika tujuan pembangunan yaitu 
mengatasi tingkat kemiskinan yang ingin terselesaikan. Anggaran yang 
dikeluarkan untuk mengatasi tingkat kemiskinan menjadi stimulus dalam 
menurunkan tingkat kemiskinan dan beberapa persoalan pembangunan yang lain. 
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Penelitian yang dilakukan oleh Hasibuan (2005) dalam Alawi (2006) 
menegaskan anggaran untuk mengatasi tingkat kemiskinan. Temuan penelitian 
tersebut menjelaskan hubungan yang negatif antara anggaran pendapatan terhadap 
jumlah orang miskin. Artinya semakin tinggi jumlah anggaran pendapatan maka 
akan menurunkan tingkat kemiskinan. Tentu anggaran yang dimaksud 
dialokasikan guna membuat program mengatasi tingkat kemiskinan baik yang ng. 
bersifat jangka pendek maupn jangka panjang. Apa yang di temukan oleh 
Hasibuan diperkuat oleh Alawi (2006) menemukan bahwa alokasi anggaran untuk 
program pemberdayaan masyarakat memiliki korelasi yang negatif terhadap 
tingkat keparahan kemiskinan. Artinya semakin tinggi alokasi anggaran untuk 
program pemberdayaan masyarakat maka akan menurunkan tingkat keparahan 
kemiskinan. 
Dua penelitian diatas menjelaskan yang dikemukakan Todaro. Todaro 
(2001) dalam Alawi menjelaskan bahwa tingkat kemiskinan dipengaruhi oleh 
salah satunya tingkat pendapatan rata-rata daerah tersebut. Semakin tinggi tingkat 
pendapatannya maka potensi untuk mengalokasikan anggaran guna 
menyelesaikan masalah kemiskinan akan semakin besar. Namun alokasi tersebut 
tentu harus tepat sasaran, jika tidak justru akan menyebabkan kemiskinan akan 
semakin memburuk dan akan menghasilkan kekacauan sosial. 
Beberapa hasil penelitian juga menunjukan beberapa kelemahan dari 
pengeluaran pemerintah dalam mengatasi tingkat kemiskinan pada sisi 
implementasi program. Penelitian yang fokus pada implementasi program 
mengatasi tingkat kemiskinan memberikan hasil yang berbeda yang menunjukkan 
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bahwa tidak mutlak pengeluaran pemerintah dapat menurunkan kemiskinan. 
Misalnya yang dilakukan oleh dalam penelitian yang dilakukan oleh Agus 
Purbathin Hadi (2008) terkait implementasi program PPK menemukan bahwa 
terdapat kekurangan dalam proses implementasi program mengatasi tingkat 
kemiskinan yaitu PPK (Program Pengembangan Kecamatan). 
2. Hubungan Pendapatan Per Kapita Terhadap Tingkat Kemiskinan 
PDRB per kapita merupakan gambaran nilai tambah yang bisa diciptakan  
oleh masing-masing penduduk akibat dari adanya aktivitas produksi. PDRB per 
kapita sering dipakai untuk mengukur tingkat kemakmuran penduduk suatu 
daerah. Jika pendapatan per kapita meningkat, maka kemampuan rata-rata 
pendapatan masyarakat di suatu daerah juga akan semakin meningkat. Ini berarti 
kemampuan pendapatan dalam memenuhi kebutuhan pokok di daerah tersebut 
akan semakin meningkat. Jika kemampuan untuk memenuhi kebutuhan pokok 
meningkat, maka jumlah penduduk miskin di daerah tersebut akan berkurang. 
Sebaliknya, apabila pendapatan per kapita di daerah berkurang/menurun, maka 
akan menurun pula kemampuan pendapatan rata-rata masyarakat di daerah 
tersebut. Jika kemampuan pendapatan untuk memenuhi kebutuhan pokok 
menurun, maka jumlah penduduk miskin di daerah tersebut akan meningkat. 
Berdasarkan penjelasan tersebut, maka PDRB per kapita berpengaruh negatif 
terhadap jumlah penduduk miskin (Wini, 2010:40). 
Menurut Sadono Sukirno (2000) dalam Sukmaraga (2011:36), laju 
pertumbuhan ekonomi adalah kenaikan PDRB tanpa memandang apakah 
kenaikan itu lebih besar atau lebih kecil. Selanjutnya pembangunan ekonomi tidak 
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semata-mata diukur berdasarkan pertumbuhan produk domestik regional bruto 
(PDRB) secara keseluruhan, tetapi harus memperhatikan sejauh mana distribusi 
pendapatan telah menyebar kelapisan masyarakat serta siapa yang telah 
menikmati hasilnya. Sehingga menurunnya PDRB suatu daerah berdampak pada 
kualitas konsumsi rumah tangga. Apabila tingkat pendapatan penduduk terbatas, 
maka akan banyak rumah tangga miskin yang terpaksa merubah pola hidupnya 
dengan beralih ke barang yang lebih murah.   
Menurut Thamrin (2001) dalam Sukmaraga (2011:10), semakin tinggi 
PDRB per kapita suatu daerah, maka semakin besar pula potensi sumber 
penerimaan daerah yang dikarenakan semakin besarnya pendapatan masyarakat di  
daerah tersebut. Hal ini juga berarti bahwa semakin tinggi PDRB per kapita 
semakin sejahtera penduduk suatu wilayah, dengan kata lain jumlah penduduk 
miskin akan berkurang. 
Menurut Todaro dan Smith (2006:234), tinggi rendahnya tingkat 
kemiskinan di suatu negara tergantung pada dua faktor utama, yaitu tingkat 
pendapatan nasional rata-rata dan lebar sempitnya kesenjangan distribusi 
pendapatan. Setinggi apapun tingkat pendapatan nasional per kapita yang dicapai 
oleh suatu negara selama distribusi pendapatanya tidak merata, maka tingkat 
kemiskinan di negara tersebut akan tetap parah. Demikian pula sebaliknya, 
semerata apapun distribusi pendapatan di suatu negara, jika tingkat pendapatan 
nasional rata-ratanya rendah, maka kemiskinan juga akan semakin luas. 
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3. Hubungan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Kemiskinan 
 Dalam mengamati perkembangan pembangunan ekonomi indonesia ada 
banyak peneliti yang memberikan perhatian terhadap ketimpangan pembangunan 
ini. Misalnya menurut Klassen (2005) dalam Agussalim (2009) pertumbuhan 
hanya dapat disebut Pro Poor jika tingkat pertumbuhan orang miskin berada di 
atas tingkat pertumbuhan rata-rata. Dengan kata lain pertumbuhan relatif bisa 
berpengruh terhadap orang miskin dalam artian pendapatan mereka relatif 
meningkat dibandingkan dengan kelompok masyarakat lainnya. Hal tersebut 
senada namun konteks yang lebih jelas dengan apa yang dikatakan oleh 
Ravvalioon (1997), Son dan Kakwani (2003) dan Bourgoignon (2004) bahwa 
dampak pertumbuhan ekonomi terhadap penurunan angka kemiskinan hanya 
terjadi jika ketimpangan relatif tinggi. Artinya bagi negara yang memiliki tingkat 
ketimpangan sedang apalagi rendah dampak pertumbuhan terhadap kemiskinan 
relatif tidak signifikan. 
KERANGKA BERPIKIR 
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BAB III 
METODE PENELITIAN 
 
Metode penelitian adalah suatu cara untuk dapat memahami objek-objek 
yang menjadi sasaran atau tujuan dari suatu penelitian. Oleh karena itu pemilihan 
metode harus menyesuaikan dengan tujuan penelitian yang bersangkutan. 
 
A. Jenis Penelitian 
Jenis penelitian yang digunakan adalah kuantitatif,  jenis penelitian 
adalah pendekatan ilmiah terhadap keputusan ekonomi. Pendekatan jenis ini 
berangkat dari data lalu diproses menjadi informasi yang berharga bagi 
pengambilan keputusan (Mudrajad Kuncoro, 2000). Metode ini juga harus 
menggunakan alat bantu kuantitatif berupa software computer dalam mengelola 
data tersebut. 
 
B. Lokasi dan Waktu Penelitian 
Penelitian ini dilakukan di Provinsi Sulawesi Selatan. Adapun target 
waktu penelitian yaitu pada bulan september  sampai dengan bulan november 
2015. 
C. Jenis dan Sumber Data 
Data sekunder adalah data-data yang didapat dari sumber lain yang 
berfungsi sebagai data pendukung. Yang besarnya diperoleh dari: 
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a. Buku-buku ataupun laporan-laporan hasil penelitian yang pernah 
dilakukan, sepanjang masih ada hubungannya dengan tujuan penelitian ini 
agar diperoleh hasil yang lebih baik. 
b. Data-data dari BPS maupun instansi-instansi terkait yang berkaitan dalam 
menunjang dan pencapaian tujuan. 
D. Metode Analisis 
Metode ekonometrika yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah 
model regresi beganda dengan dengan metode kuadrat terkecil sederhana 
(Ordinary Least Square). Analisis regresi adalah studi ketergantungan dari 
variabel dependen pada satu atau lebih variabel lain, yaitu variabel independen 
(Gujarati, Damodar 1999). Dalam analisis ini dilakukan dengan bantuan program 
SPSS dengan tujuan untuk melihat pengaruh variabel-variabel independen 
terhadap variabel dependennya. 
Y   =   +  X1 +   X2+   X3 +  
  
Dimana : 
Y  =   tingakat kemiskinan 
β0 =   Konstanta 
X1 =   Pengeluaran Pemerintah 
X2 =   Pendapatan Per Kapita 
X3 =   Pertumbuhan Ekonomi 
β1β2β3 = Parameter yang akan ditaksir memperoleh gambaran tentang hubungan 
setiap variabel bebas terhadap variabel terikat 
µi =   Eror Term 
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Untuk mengestimasi koefisien regresi, Feldstein (1988) mengadakan 
transformasi ke bentuk linear dengan menggunakan logaritma natural (ln) guna 
menghitung nilai elastisitas dari masing-masing variabel bebas terhadap variabel 
terikat ke dalam model sehingga diperoleh persamaan sebagai berikut:  
         +    ln    +    ln    +    ln    + µ 
Keterangan : 
Y  =   tingakat kemiskinan 
β0 =   Konstanta 
X1 =   Pengeluaran Pemerintah 
X2 =   Pendapatan Per Kapita 
X3 =   Pertumbuhan Ekonomi 
Ln =    Log Natural 
β1β2β3 = Parameter yang akan ditaksir memperoleh gambaran tentang hubungan 
setiap variabel bebas terhadap variabel terikat 
µi =   Eror Term 
 Dalam penelitian ini metode analisis yang digunakan adalah model 
analisis regresi panel data dengan bantuan software SPSS, dan untuk mengetahui 
tingkat signifikansi dari masing-masing koefisien regresi variabel independen 
terhadap variabel dependen maka digunakan uji statistik. 
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E. Uji kesesuaian (Test of Goodness of fit) 
1. Uji t-parsial (partial test) 
Uji t-statistik merupakan pengujian yang bertujuan untuk mengetahui apakah 
koefisien regresi signifikan atau tidak terhadap variabel dependen dengan asumsi 
variabel independen lainnya konstan. 
Dalam uji t digunakan hipotesis sebagai berikut: 
H0 :β1 = 0 
HA :β1≠  0 
Dimana b1 adalah koefisien variabel independen ke-i adalah nilai 
parameter hipotesis biasanya nilai b dianggap = 0. Artinya tidak ada pengaruh 
variabel  X1 terhadap Y. Bila nilai thitung>ttabel maka pada tingkat kepercayaan 
tertentu H0 ditolak. Hal ini berarti bahwa variabel independen yang diuji 
berpengaruh secara nyata terhadap variabel independen. Nilai thitung diperoleh 
dengan rumus : 
  thitung  =
  
      
 
 
Dimana : 
β1 = koefisien regresi variabel independen ke-i 
Se = standar eror dari vaiabel independen ke-i 
2. Uji-F (Over all test) 
Uji F-statistik ini digunakan untuk meliha tseberapa besar pengaruh 
variable independen secara bersama-sama/serentak terhadap variable dependen. 
Untuk pengujian  F-statistik digunakan hipotesa sebagai berikut : 
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H0 : b1 = b2 = b3 = 0 (tidak ada pengaruh) 
HA : b1≠ 0 (ada pengaruh) untuk i = 1 .... k 
Pengujian ini dilakukan dengan membandingkan nilai Fhitung dengan Ftabel, 
Jika Fhuting>Ftabe lmaka H0 ditolak, yang berarti variable independen secara 
bersama-sama mempengaruhi veriabel independen. Nilai Fhitung dapat diperoleh 
dengan rumus : 
Fhitung  =
     ⁄
            ⁄
 
Dimana : 
R
2  
=   Koefisien determinasi 
K  =  Banyaknya variabel total yang diperkirakan, satu diantaranya unsur 
intercept 
n = Jumlah sampel 
kriteria : 
H0 diterima jika F-hitung< F-tabel 
HA diterima jika F-hitung> F-tabel 
3. Koefisien Determinasi (R2) 
Untuk mengukur besarnya sumbangan variabel X1, X2, dan X3 terhadap variasi 
(naik turunnya) Y digunakan koefisien determinasi.Nilai R
2 
digunakan antara 0 
sampai 1 (0 < R
2
< 1) semakin mendekati 1 berarti. Semakin tepat garis regresi 
untuk meramalkan nilai variabel terkait Y. 
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BAB IV 
HASIL DAN PEMBAHASAN 
A. Hasil Penelitian 
1. Analisis Deskriptif 
a.  Gambaran Umum Lokasi Penelitian 
Provinsi Sulawesi Selatan yang terletak diantara 0
0
12-8
0
 Lintang Selatan 
sampai 116
0
48-122
0
36 Bujur Timur dengan Ibukota Makassar. Provinsi ini 
berbatasan langsung dengan wilayah :  
Sebelah Utara  : Provinsi Sulawesi Tengah 
Sebelah Timur  : Teluk Bone dan Provinsi Sulawesi Tenggara 
Sebelah Selatan : Laut Flores  
Sebelah Barat  : Selat Makassar 
Luas wilayah Provinsi Sulawesi Selatan adalah 6.236. 171 Km persegi 
yang meliputi 24 Kabupaten dan 3 Kota yang terdiri dari 275 kecamatan. Secara 
geografis provinsi Sulawesi Selatan membujur Selatan ke Utara dengan panjang 
garis pantai mencapai 2500 Km.  
Pertumbuhan ekonomi makro Sulawesi Selatan menunjukkan angka 
perkembangan yang cukup baik dari tahun ke tahaun. Sebagai bukti bahwa 
pertumbuhan ekonomi provinsi Sulawesi Selatan mampu tumbuh dan berkembang 
diatas rata-rata 3persen selama dua belas tahun terakhir. Pertumbuhan yang 
dicapai merupakan kerja keras semua sektor perekonomian yang dapat tercermin 
pada pertumbuhan PDRB perkapita atau pendapatan asli masyarakat yang juga 
mengalami fluktuatif yang tidak kalah menggembirakan karena mampu 
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menembus diangka 4,84 persen pertahun menurut harga konstan dalam kurung 
waktu duabelas tahun. Persis sama dengan perkembangan yang dicapai oleh 
pertumbuhan ekonomi Sulawesi Selatan.  
Sejak pasca krisis ekonomi 1997, pada periode ini perekonomian 
sebenarnya sudah lebih baik dibandingkan pada saat sebelum krisis ekonomi 
1997. Hal ini dibuktikan bahwa pertumbuhan ekonomi Sulawesi Selatan yang 
semakin membaik yakni lihat saja pada tahun 2005 mampu menembus angka 5,15 
persen, pada tahun selanjutnya yakni 2006 mampu bertahan pada angka 6,72 
persen hingga  sampai pada tahun 2012 pertumbuhan ekonomi Sulawesi Selatan 
bertahan pada angka 8,37 persen. Tentu peningkatan ini bukanlah kerja sehari, 
akan tetapi merupakan kerja keras selama bertahun-tahun tanpa ada kata lelah dan 
menyerah.  
Selama periode 2005 hingga 2012 pertumbuhan ekonomi Sulawesi Selatan 
bila dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi Nasional. Seperti halnya pada 
tahun 2005, ekonomi Sulawesi Selatan tumbuh cukup baik yakni sekitar 5,15 
persen. artinya dari hal tersebut, dampak yang ditimbulkan adalah tercapainya 
kemajuan perekonomian daerah yang pada akhirnya pula akan menciptakan 
pembangunan daerah dengan memperhatikan keanekaragaman potensi yang 
dimiliki oleh daerah-daerah tersebut. oleh karena itu sudah menjadi tuntutan 
daerah untuk dapat mengembangkan potensi yang dimiliki guna meningkatkan 
perkembangan eknomi daerah selanjutnya.  
Tanpa berpikir panjang, pemerintah provinsi Sulawesi Selatan dengan 
mengaktifkan otonomi daerah dan potensi asli daerah, pimpinan masing-masing 
42 
 
daerah berlomba untuk dapat bersaing dengan menjaul yang layak dinikmati oleh 
pengunjung dan mampu menarik investor untuk menanamkan sahamnya. Dengan 
hal inilah, perkembangan daerah akan lebih meningkat dan tentu dapat lebih 
menunjang untuk menarik wisatawan dan dilirik oleh berbagai daerah lain untuk 
bersaing. 
b. Gambaran Umum Jumlah Penduduk di Provinsi Sulawesi Selatan 
 
Penduduk Sulawesi Selatan berdasarkan hasil survey Sosial dan Ekonomi 
Nasional (SUSENAS) Tahun 2011 berjumlah 8.115.638 juta jiwa yang tersebar di 
24 Kabupaten/Kota, dengan jumlah penduduk terbesar yakni 1. 352. 136 juta jiwa 
mendiami Kota Makassar, lalu disusul Kabupaten Bone dengan kepadatan jumlah 
penduduk 724.905 juta jiwa dan menyusul berikutnya Kabupaten Gowa yang 
berjumlah 659.512 juta jiwa. Sedangkan kabupaten yang memiliki populasi 
penduduk terkecil adalah Kabupaten Kepulauan Selayar dengan jumlah penduduk 
sebesar 123.283 juta jiwa. 
Tabel 4.1. Jumlah Penduduk Provinsi SulawesiSelatan tahun 2004-2015 
Tahun Jumlah penduduk 
2004 7,399,460 
2005 7,509,704 
2006 7,629,689 
2007 7,700,255 
2008 7,805,024 
2009 7,908,519 
2010 8,034,776 
2011 8,115,638 
2012 8,190,222 
2013 8,342,047 
2014 8,432,163 
2015 8,520,304 
  Sumber : Badan Pusat Statistik (BPS) Sulawesi Selatan, 2016 
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c. Gambaran Umum Variabel Yang Diteliti 
1. Pengeluaran Pemerintah Sulawesi Selatan 
Pengeluaran pemerintah memiliki pengaruh yang besar bagi pertumbuhan 
ekonomi suatu daerah, hal ini disebabkan karena semua total pembelanjaan 
pemerintah daerah digunakan untuk pembangunan daerah dalam hal ini adalah 
sebagai cara untuk merangsang bagi terciptanya laju pertumbuhan ekonomi dari 
pembangunan yang telah dilaksanakan. Pengeluaran pemerintah daerah 
merupakan kebijakan keuangan tahunan pemerintah daerah yang disusun 
berdasarkan intruksi menteri dalam negeri serta berbagai bahan pertimbangan 
lainnya.  
Disisi lain pengeluaran pemerintah ini merupakan anggaran guna 
mengetahui sampai dimana kemampuan daerah untuk melakukan pembiayaan 
baik secara langsung ataupun secara tidak langsung. Berdasarkan dengan hal ini 
maka dapat dibedakan beberapa pengeluaran pemerintah seperti : pengeluaran 
yang Self Liquiditing sebagian ataupun seluruhnya, maksudnya adalah 
pengeluaran pemerintah mendapatkan pembayaran kembali dari masyarakat yang 
menerima baik jasa-jasa ataupun dengan barang-barang lainnya yang sejenis.  
Sedangkan pengeluaran pemerintah yang lain adalah pengeluaran 
pemerintah yang tidak Self Liquiditing atau yang tidak reproduktif atau 
menghabiskan anggaran dengan berbagai kegiatan kemasyarakatan dan 
kesenangan para anggota pengambil keputusan. Selain itu ada juga pengeluaran 
yang dinamakan pengeluaran pemborosan misalnya pembelian alat alusista bagi 
pertahanan yang dimiliki oleh setiap angkatan perang negara. Dan pengeluaran 
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untuk menghemat adalah pengeluaran untuk anak yatim piatu sebab dengan 
memberi makan pada anak yatim piatu maka negara dan pemerintah telah 
menepati janjinya sebagai pelayan rakyat. Disamping itu pemberlakuan UUD  
untuk semua hak yang sama bagi warga negara dan masyarakat daerah pada 
khususnya. Untuk melihat perkembangan pengeluaran pemerintah Sulawesi 
Selatan yang terealisasi selama periode 2004 sampai periode 2015. Berikut ini 
disajikan dalam tabel yaitu : 
Tabel 4.2 Perkembangan Pengeluaran Pemerintah Provinsi Sulawesi 
Selatan Tahun 2004-2015 
Tahun 
Pergeluaran 
Pemerintah  
2004 821,189,291,000 
2005 937,663,529,100 
2006 960,760,698,000 
2007 1,008,132,654,600 
2008 1,204,551,063,600 
2009 1,216,690,654,400 
2010 1,404,551,063,600 
2011 1,790,359,628,200 
2012 3,515,467,824,126 
2013 4,081,165,379,141 
2014 4,498,990,000,000 
2015 4,890,910,000,000 
            Sumber : Badan Pusat Statistik (BPS) Sulawesi Selatan, 2016 
Dengan melihat perkembangan pengeluaran pemerintah diatas maka dapat 
dikatakan bahwa pengeluarannya cukup bervariasi seperti halnya pada tahun 2008 
hanya sebesar Rp.1,204,551,063,600, sedangkan pada tahun 2015 yang berselisih 
lima tahun pada tahun ini sangat meningkat pada angka Rp.4,890,910,000,000. 
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2. Pendapatan Perkapita Sulawesi Selatan  
Pendapatan per kapita adalah besarnya pendapatan rata-rata penduduk di 
suatu negara. Pendapatan perkapita didapatkan dari hasil pembagian pendapatan 
nasional suatu negara dengan jumlah penduduk negara tersebut. Pendapatan 
perkapita juga merefleksikan PDB per kapita Pendapatan per kapita (per capita 
income) adalah pendapatan rata-rata penduduk suatu negara pada suatu periode 
tertentu, yang biasanya satu tahun. Pendapatan per kapita bisa juga diartikan 
sebagai jumlah dari nilai barang dan jasa rata-rata yang tersedia bagi setiap 
penduduk suatu negara pada suatu periode tertentu. Pendapatan per kapita 
diperoleh dari pendapatan nasional pada tahun tertentu dibagi dengan jumlah 
penduduk suatu negara pada tahun tersebut. Pendapatan perkapita sering 
digunakan sebagai tolak ukur kemakmuran dan tingkat pembangunan sebuah 
negara; semakin besar pendapatan perkapitanya, semakin makmur negara 
tersebut. Konsep pendapatan nasional yang biasa dipakai dalam menghitung 
pendapatan per kapita pada umumnya adalah Pendapatan Domestik Bruto (PDB) 
atau Produk Nasional Bruto (PNB). Berikut ini adalah data pendapatan per kapita 
di provensi Sulawesi Selatan Dari Tahun 2004-2015. 
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Tabel 4.3 Pendapatan Perkapita Provinsi Sulawesi Selatan Dari Tahun 2004-
2015 
Tahun Pendapatan Perkapita 
2004 34,345,081 
2005 36,424,018 
2006 38,867,679 
2007 41,332,426 
2008 44,549,824 
2009 47,326,078 
2010 51,199,899 
2011 55,098,741 
2012 59,718,497 
2013 64,283,430 
2014 66,365,553 
2015 69,625,045 
Sumber : Badan Pusat Statistik (BPS) Sulawesi Selatan, 2016 
3. Pertumbuhan Ekonomi Sulawesi Selatan  
Salah satu ukuran dan rujukan untuk mengetahui pertumbuhan ekonomi 
suatu daerah adalah adanya peningkatan pendapatan dari tahun ke tahun, kenaikan 
pendapatan perkapita akan mempunyai makna positif. Jika PDRB mengalami 
peningkatan yang lebih dominan dibanding dengan pertumbuhan penduduk, maka 
suatu daerah tentu akan mempunyai pendapatan regional yang berbeda sebagai 
akibat adanya beberapa perbedaan yang dimiliki oleh daerah tersebut. Perbedaan 
tersebut antara lain, kondisi alam, jumlah penduduk, sosial budaya, tingkat 
teknologi dan bahkan beberapa faktor ekonomi lainnya. 
Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB Perkapita) merupakan suatu 
harga berlaku yang menggambarkan mengenai kemampuan rata-rata penduduk 
suatu daerah untuk dapat membeli barang dan jasa. Disamping itu pertumbuhan 
ekonomi dapat dilihat dari besarnya nilai PDRB (atas dasar harga konstan) yang 
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berhasil diciptakan pada tahun tertentu dibandingkan dengan nilai tahun 
sebelumnya. Penggunaan atas harga konstan inidimaksudkan untuk menghindari 
pengaruh perubahan harga, sehingga perubahan yang diukur merupakan 
pertumbuhan rill ekonomi.  
Mulai tahun 2006 pertumbuhan rill ekonomi baik nasional maupun 
regional dihitung dengan menggunakan harga konstan tahun 2005 sebagai tahun 
dasar. Untuk itu perhitungan dalam mengetahui pertumbuhan ekonomi dalam 
setahun adalah dapat ditentukan dengan memakai tahun dasar tahun sebelumnya 
sehingga tahu yang ingin diketahui pertumbuhannya gampang ditentukan dan 
diketahui berapa pertumbuhannya. Tabel berikut ini menyajikan pertumbuhan 
ekonomi dan perkembangan ekonomi provinsi Sulawesi Selatan dalam periode 
2004 sampai pada tahun periode 2015. Berikut tabelnya disajikan beserta 
pertumbuhannya dalam persen atas harga konstan. 
Tabel 4.4 Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Sulawesi Selatan Periode 2004-  
2015 
Tahun 
Pertumbuhan  Ekonomi 
Provinsi Sulawesi Selatan (%) 
2004 5,26 
2005 5,15  
2006 6,05 
2007 6,34 
2008 7,28  
2009 7,40  
2010 8,21 
2011 8.51 
2012 8,59 
2013 8,69 
2014 7,70 
2015 7,24 
Sumber : Badan Pusat Statistik (BPS) Sulawesi Selatan, 2015 
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Pada tabel 4.4 selama periode 2004 sampai pada 2007 perekonomian 
Sulawesi Selatan relatif dengan rata-rata pertumbuhan 6,34 persen pertahun. 
Walaupun sampai saat ini ekonomi Sulawesi Selatan belum juga sebaik sebelum 
krisis ekonomi 1997, namun dari tahun ke tahun tampak terjadi peningkatan yang 
cukup signifikan dengan ditopang oleh pembangunan di segala sektor. Hal ini 
dikatakan semakin membaik karena pada tahun 2008 meningkat sampai 7,28 
persen padahal pada tahun tersebut terjadi krisis finansial di Amerika yang 
berimbas pada ekonomi di Indonesia hingga menjalar ke daerah dipelosok 
Indonesia.  
Memasuki periode 2010 sampai pada periode 2013, perekonomian 
Sulawesi Selatan juga relatif stabil dengan rata-rata angka pertumbuhan yaitu 
8,21-8,69. Dan pada tahun 2014 menurun sebesar 7,70 persen.  
4. Tingkat Kemiskinan di Sulawesi Selatan Tahun 2004-2015 
Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan menjadikan persoalan kemiskinan 
sebagai fokus utama mereka untuk dituntaskan. Tujuan penanggulangan 
kemiskinan antara lain, menjamin perlindungan dan hak dasar penduduk dan 
rumah tangga miskin, meningkatkan partisipasi masyarakat serta menjamin 
konsistensi, koordinasi, integrasi, sinkronisasi dalam penanggulangan kemiskinan 
dan meningkatkan taraf kehidupan masyarakat miskin. Penanggulangan 
kemiskinan dilaksanakan dalam bentuk penyuluhan dan bimbingan sosial, pelayan 
sosial, penyediaan akses pelayanan kesempatan kerja dan berusaha, penyediaan 
akses pelayanan kesehatan dasar, penyediaan akses pelayanan pendidikan dasar, 
pelayanan akses perumahan dan pemukiman,modal usaha dan pemasaran hasil 
usaha. 
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Tabel 4.5 Tingkat Kemiskinan di Sulawesi Selatan Tahun 2004-2015 
Tahun Angka Kemiskinan 
Tingkat 
Kemiskinan(%) 
2004 1.241.500 13,56 
2005 1.280.600 14,98 
2006 1.112.000 14,57 
2007 1.083.400 14,11 
2008 1.031.700 13,34 
2009 963.600 12,31 
2010 917.400 11,61 
2011 835.500 11,6 
2012 805.800 10,29 
2013 805.900 10,11 
2014 806,000 9,54 
2015 864,000 10,12 
Sumber : Badan Pusat Statistik (BPS) Sulawesi Selatan, 2014 
Berdasarkan data BPS, terlihat bahwa jumlah penduduk miskin maupun 
persentase tingkat kemiskinan di Sulawesi Selatan pada tahun 2004-2015 terus 
mengalami penurunan meskipun terjadi peningkatan pada tahun 2015 sebesar 
10,12 persen jika dibandingkan tahun 2004 sebesar 13,56 persen dan tahun 
berikutnya mengalami penurunan ini disebabkan karena adanya program 
kemiskinan seperti Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri 
(Bantuan Langsung Tunai, dan Dana Biaya Operasional Sekolah (BPS tingkat 
kesejahteraan sosial). 
B. Hasil Analisis data 
1. Uji Asumsi Klasik 
Sebelum dilakukan uji regresi linear berganda terhadap hipotesis 
penelitian, maka terlebih dahulu perlu dilakukan suatu pengujian untuk 
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mengetahui ada tidaknya pelanggaran terhadap asumsi-asumsi klasik. Hasil 
pengujian hipotesis yang baik adalah pengujian yang tidak melanggar asumsi-
asumsi klasik yang mendasari model regresi linear berganda. Asumsi-asumsi 
klasik dalam penelitian ini meliputi uji normalitas, uji multiokolinieritas, uji 
heteroskedastisitas, dan uji autokorelasi. 
a. Uji Normalitas 
Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, 
variabel terikat dan variabel bebas keduanya mempunyai distribusi normal 
atau tidak. Model regresi yang baik adalah memiliki distribusi data normal 
atau mendekati normal. Salah satu metode untuk mengetahui normalitas 
adalah dengan menggunakan metode analisis grafik, baik dengan melihat 
grafik secara histogram ataupun dengan melihat secara Normal Probability 
Plot. Normalitas data dapat dilihat dari penyebaran data (titik) pada sumbu 
diagonal pada grafik Normal P-Plot atau dengan melihat histogram dari 
residualnya.  
Uji normalitas dengan grafik Normal P-Plot akan membentuk satu 
garis lurus diagonal, kemudian Plotting data akan dibandingkan dengan 
garis diagonal. Jika distribusi normal maka garis yang menggambarkan data 
sesungguhnya akan mengikuti garis diagonalnya.  
Uji normalitas yang pertama dengan melihat grafik secara histogram 
dan grafik Normal P-Plot sebagaimana terlihat dalam gambar 4.1 dan 4.2 di 
bawah ini : 
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Grafik 4.1 Histogram 
 
Sumber : Output SPSS 21 (Data sekunder diolah, tahun 2017) 
Dari gambar 4.1 terlihat bahwa pola distribusi mendekati normal, 
karena data mengikuti arah garis grafik histogramnya.  
Gambar 4.2 Grafik Normal P-Plot 
 
Sumber : Output SPSS 21 (Data sekunder diolah, tahun 2017) 
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Dari gambar 4.2 Normal Probability Plot di atas menunjukkan bahwa 
data menyebar di sekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal, 
dan menunjukkan pola distribusi normal, sehingga dapat disimpulkan bahwa 
asumsi normalitas telah terpenuhi. 
b. Uji Multikolinearitas 
Uji ini bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi 
ditemukan adanya korelasi antara variabel independent. Model yang baik 
seharusnya tidak terjadi korelasi yang tinggi di antara variabel bebas. 
Tolerance mengukur variabilitas variabel bebas yang terpilih yang tidak 
dapat dijelaskan oleh variabel bebas lainnya. Jadi, nilai tolerance rendah 
sama dengan nilai VIF tinggi ( karena VIF = 1/tolerance) dan menunjukkan 
adanya kolinearitas yang tinggi. Nilaicutoff yang umum dipakai adalah nilai 
tolerance 0,10 atau sama dengan nilai VIF diatas 10. 
Berdasarkan aturan Variance Inflation Factor (VIF) dan tolerance, 
maka apabila VIF melebihi angka 10 atau tolerance kurang dari 0,10 maka 
dinyatakan terjadi gejala multikolinieritas. Sebaliknya apabila nilai VIF 
kurang dari 10 atau tolerance  lebih dari 0,10 maka dinyatakan tidak terjadi 
gejala multikolinearitas. 
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Tabel 4.6 Uji Multikolinearitas 
 
Model 
Collinearity Statistics 
Tolerance VIF 
(Constant) 
Pengeluaran Pemerintah 
Pendapatan Perkapita 
Pertumbuhan Ekonomi 
 
,050 
,030 
,197 
 
2,058 
3,811 
5,071 
a. Dependent  Variable : Tingkat Kemiskinan di Sulawesi Selatan 
Sumber : Output SPSS 21 (Data sekunder diolah, tahun 2017) 
 
Berdasarkan tabel 4.6 di atas, maka dapat diketahui nilai VIF untuk 
masing-masing variabel penelitian sebagai berikut: 
1. Nilai VIF untuk variabel pengeluaran pemerintah sebesar 2,058<10 dan 
nilai toleransi sebesar 0,050>0,10 sehingga variabel pengeluaran 
pemerintah dinyatakan tidak terjadi gejala multikolinearitas. 
2. Nilai VIF untuk variabel pendapatan perkapita sebesar 3,811<10 dan 
nilai toleransi sebesar 0,030>0,10 sehingga variabel pendapatan 
perkapita dinyatakan  tidak terjadi gejala multikolinearitas. 
3. Nilai VIF untuk variabel pertumbuhan ekonomi sebesar 5,071<10 dan 
nilai toleransi sebesar 0,197>0,10 sehingga variabel pertumbuhan 
ekonomi dinyatakan tidak terjadi gejala multikolinearitas. 
c. Uji Heteroskedastisitas 
Uji  Heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model 
regresi terjadi ketidaksamaan varian dari residual satu pengamatan 
kepengamatan yang lain tetap, maka disebut homoskesdastisitas dan jika 
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berbeda akan disebut heterokesdastisitas. Model regresi yang baik adalah 
model yang tidak terjadi heteroskesdastisitas (Imam Ghozali, 2001). Metode 
yang dapat dipakai untuk mendeteksi gejala heteroskedastisitas dalam 
penelitian ini adalah metode grafik. 
Untuk mengetahui ada tidaknya heteroskesdasitas antar variabel 
independen dapat dilihat dari grafik plot antara nilai prediksi variabel terikat 
(ZPRED) dengan residualnya (ZRESID). Ada tidaknya gejala 
heteroskesdasitas dapat diketahui dengan dua hal, antara lain:  
1. Jika  pencaran data yang berupa titik-titik membentuk pola berbaris dan 
beraturan, maka terjadi masalah heteroskesdasitas. 
2. Jika pencaran data yang berupa titik-titik tidak membentuk pola tertentu dan 
menyebar di atas dan di bawah sumbu Y, maka tidak terjadi masalah 
heteroskedastisitas. 
Adapun grafik hasil pengujian heteroskedastisitas menggunakan SPSS 
versi 21 dapat dilihat pada grafik dibawah ini: 
Gambar 4.3 Grafik Uji Heteroskedastisitas 
 
Sumber : Output SPSS 21 (Data sekunder diolah, tahun 2017) 
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Berdasarkan gambar 4.3 dapat diketahui bahwa data (titik-titik) 
menyebar secara merata di atas dan di bawah garis nol, tidak terkumpul di 
satu tempat, serta tidak membentuk pola tertentu sehingga dapat 
disimpulkan bahwa pada uji regresi ini tidak terjadi masalah 
heteroskedastisitas.   
d. Uji Autokerelasi 
Autokorelasi dapat diartikan sebagai korelasi yang terjadi diantara 
anggota-anggota dan serangkaian observasi yang berderetan waktu. Uji 
autokorelasi digunakan untuk mengetahui ada tidaknya penyimpangan 
asumsi klasik autokorelasi, yaitu korelasi yang terjadi antara residual pada 
satu pengamatan dengan pengamatan lain pada model regresi. Pengujian ini 
menggunakan Durbin Watson (DW-test). Dan hasil uji autokorelasi untuk 
penelitian ini dapat dilihat pada tabel uji Durbin Watson sebagai berikut: 
 
Tabel 4.7 Uji Autokorelasi 
Model Summary
b
 
Model 
Change Statistics Durbin-
Watson df1 df2 Sig. F Change 
1 3 6 ,003 1,595 
Sumber : Output SPSS 21 (Data sekunder diolah, tahun 2017) 
Pada tabel  tersebut diatas dapat dilihat nilai Durbin Watson untuk 
penelitian ini adalah sebesar 1.595. dengan pengujian dl < DW < 4-du. 
Dengan melihat tabel DW maka di peroleh nilai dl sebesar 0,6321 dan nilai 
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du sebesar 2,0296. Maka dl < DW < 4-du = 0,6321 < 1,753 < 1,9704, dapat 
di simpulkan bahwa penelitian ini bebas dari masalah autokorelasi. 
2. Pengujian Hipotesis 
Teknik analisis yang digunakan untuk menguji hipotesis H1, H2, dan 
H3,menggunakan analisis regresi berganda dengan meregresikan variabel 
independen (pengeluaran pemerintah, pendapatan perkapita dan pertumbuhan 
ekonomi) terhadap variabel dependen (tingkat kemiskinan). Uji hipotesis ini 
dibantu dengan menggunakan bantuan program software SPSS 21. 
a. Hasil Uji Regresi Berganda Hipotesis Penelitian H1, H2 dan H3 
Pengujian hipotesis H1, H2 dan H3,dilakukan dengan analisis 
regresiberganda pengaruh pengeluaran pemerintah, pendapatan perkapita dan 
pertumbuhan ekonomi terhadap tingkat kemiskinan.  
Analisis regresi linier berganda digunakan untuk mengetahui arah 
hubunganantara variabel independen dan variabel dependen. Persamaan 
regresi dapat dilihatdari tabel hasil uji coefisient berdasarkan output SPSS 
versi 21 terhadap ketiga variabel independent yaitu pengeluaran pemerintah, 
pendapatan perkapita dan pertumbuhan ekonomi terhadap kemiskinan di 
Provinsi Sulawesi Selatanditunjukkan pada tabel 4.10 berikut : 
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Tabel 4.8 Rekapitulasi Hasil Analisis Model Regresi 
Model 
Unstandardized 
Coefficients 
Standar
dized 
Coeffici
ents 
T Sig. 
B 
Std. 
Error 
Beta 
 
(Constant) 
 
Pengeluaran Pemerintah 
 
Pendapatan Perkapita 
 
Pertumbuhan Ekonomi 
   89,407 
 
-3,561 
 
-4,013 
 
,301 
   44,313 
 
2,845 
 
10,708 
 
,385 
 
,-550 
 
-,221 
 
-,249 
2,018 
 
-2,251 
 
,394 
 
-1,127 
,078 
 
,043 
 
,704 
 
,293 
R-Squared                      = ,923                            S.E Regression         =,44,313 
R                                    = ,961
a          
                    F-Statistik                = 31,928
 
Adjusted R-Squared      = ,894                            Prob. F – Statistik    =, 000 
Sumber : Output SPSS 21 (Data sekunder diolah, tahun 2017) 
Berdasarkan tabel 4.10, dapat dilihat hasil koefisien regresi (β) di atas, 
maka diperoleh persamaan regresi sebagai berikut: 
Y = β0 + β1X1+ β2X2 + β3X3 + μ 
Y = 89,407 - 3,561X1 - 4,031X2 - ,301 X3 + μ 
 
Hasil dari persamaan regresi di atas dapat diinterpretasikan sebagai 
berikut: 
a. Nilai koefisien β0 sebesar 89,407, jika variabel Pengeluaran pemerintah 
(X1), pendapatan perkapita (X2), dan pertumbuhan ekonomi (X3) tidak 
mengalami perubahan atau konstan, maka tingkat kemiskinan sebesar 
89,407.  
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b. Nilai koefisien β1 = -3,561 hal ini menunjukkan bahwa jika terjadi 
kenaikan pada pengeluaran pemerintah sebesar 1% maka tingkat 
kemiskinan juga akan mengalami penurunan sebesar variabel pengalinya  
3,561% dengan asumsi bahwa variabel pengeluaran pemerintah (X1), 
pendapatan perkapita (X2), dan pertumbuhan ekonomi (X3) dianggap 
konstan. 
c. Nilai koefisien β2 =-4,013, hal ini menunjukan bahwa jika terjadi 
penurunan pendapatan perkapita sebesar 1% maka tingkat kemiskinan juga 
akan mengalami penurunan sebesar variabel pengalinya 4,013% dengan 
asumsi bahwa variabel pengeluaran pemerintah (X1), pendapatan 
perkapita (X2), dan pertumbuhan ekonomi (X3) dianggap konstan. 
d. Nilai koefisien β3 = ,301, hal ini menunjukkan bahwa jika terjadi kenaikan 
petumbuhan ekonomi sebesar 1% maka tingkat kemiskinan juga akan 
mengalami kenaikan sebesar variabel pengalinya 0.301% dengan asumsi 
bahwa variabel pengeluaran pemerintah (X1), pendapatan perkapita (X2), 
dan pengeluaran pemerintah  (X3) dianggap konstan. 
a. Koefisien Determinasi  
Koefisien determinasi (R2) pada intinya mengukur seberapa jauh 
kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Nilai 
koefisien determinasi adalah nol dan satu. Nilai R2 yang kecil berarti 
kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel 
dependen amat terbatas. Nilai yang mendekati satu berarti variabel-variabel 
independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk 
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memprediksi variasi variabel dependen. Dari hasil regresi yang di tunjukkan 
oleh tabel 4.10 di atas bahwa pengaruh variabel pengeluaran pemerintah, 
pendapatan perkapita dan pertumbuhan ekonomi terhadap kemiskinan di 
Sulawesi Selatan diperoleh nilai R2 sebesar 0,923. Hal ini berarti variasi 
variabel independen (bebas) menjelaskan variasi kemiskinan di Provinsi 
Sulawesi Selatan sebesar 92,3%.  
b.Uji F  
Uji F merupakan uji secara simultan untuk mengetahui apakah variabel 
pengeluaran pemerintah, pendapatan perkapita dan pertumbuhan ekonomi 
mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kemiskinan di Provinsi 
Sulawesi Selatan. 
Dari hasil regresi yang ditunjukkan pada tabel 4.10 pengaruh variabel 
pengeluaran pemerintah(X1), pendapatan perkapita (X2) dan pertumbuhan 
ekonomi (X3) terhadap kemiskinan (Y), maka diperoleh nilai f-hitung>f-tabel 
(31,928>3,490) dengan nilai signifikansi 0,003<0,05. Hal ini menunjukkan 
bahwa ketiga variabel bebas secara simultan berpengaruh signifikan terhadap 
variabel terikat. 
c.Uji T 
Uji parsial atau uji t bertujuan untuk mengetahui pengaruh masing-
masing variabel bebas terhadap variabel terikat. Proses pengujian dilakukan 
dengan melihat pada tabel uji parsial dengan memperhatikan kolom 
signifikansi dan nilai t-tabel dengan t-hitung. Adapun dasar pengambilan 
keputusan yaitu: 
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1) Jika nilai signifikansi < 0,05 dan t-hitung > t-tabel, maka Ho ditolak dan Ha 
diterima. 
2) Jika nilai signifikansi > 0,05 dan t-hitung < t-tabel, maka Ho diterima dan 
Ha ditolak. 
Tabel 4.11 merupakan rekapitulasi hasil dari pengujian variabel bebas 
yaitu pengeluaran pemerintah, pendapatan perkapita dan pertumbuhan ekonomi 
terhadap variabel terikat yaitu tingkat kemiskinan di Provinsi Sulawesi Selatan 
secaraindividual. 
 
Tabel 4.9 Hasil Uji t 
Model 
Uji Statistik (uji t) 
t-statistik t-tabel Sig 
(Constant) 
Pengeluaran 
Pemerintah 
Pendapatan Perkapita 
Pertumbuhan Ekonomi 
-2,251 
 
-0,394 
-1,127 
3,182 
 
3,182 
3,182 
0,043 
 
0,704 
0,293 
Sumber : Output SPSS 21 (Data sekunder diolah, tahun 2017) 
Berdasarkan tabel 4.11 tersebut di atas bahwa pengaruh secara parsial 
pengeluaran pemerintah, pendapatan perkapita dan pertumbuhan ekonomi 
terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Sulawesi Selatan dapat dilihat dari arah 
hubungan dan tingkat signifikansinya. Hasil pengujian hipotesis variabel 
independen secara pasrial terhadap variabel dependentnya dapat di analisis 
sebagai berikut: 
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1. Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Terhadap Tingkat Kemiskinan Di 
Provinsi Sulawesi Selatan 
Variabel pengeluaran pemerintah (X1) menunjukkan nilai signifikansi 
(0,043<0,05) dengan nilai thitung < ttabel (-2,251<3,182) dari hasil tersebut dapat 
disimpulkan bahwa variabel pengeluaran pemerintah berpengaruh negatif dan 
signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Sulawesi Selatan. 
2. Pengaruh Pendapatan Perkapita Terhadap Tingkat Kemiskinan Di 
Provinsi Sulawesi Selatan 
Variabel pendapatan perkapita (X2) menunjukkan nilai signifikansi (0,704 
> 0,05) dengan nilai thitung < ttabel (-0,394 < 3,182) dari hasil tersebut dapat 
disimpulkan bahwa variabel pendapatan perkapita berpengaruh negatif namun 
tidak signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Sulawesi Selatan 
3. Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Tingkat Kemiskinan Di 
Provinsi Sulawesi Selatan 
Variabel pertumbuhan ekonomi (X3) menunjukkan nilai signifikan  
(0,293>0,05) dengan dengan nilai thitung < ttabel (-1,127<3,182) dari hasil 
tersebut dapat disimpulkan bahwa variabel pertumbuhan ekonomi berpengaruh 
negatif dan tidak signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Sulawesi 
Selatan. 
C. Pembahasan Hasil Penelitian 
 
1. Pengaruh Pengeluaran Pemerintah (X1) Terhadap Kemiskinan (Y) 
Variabel pengeluaran pemerintah (X1) menunjukkan nilai signifikansi 
(0,043<0,05) dengan nilai thitung < ttabel (-2,251< 3,182) dari hasil tersebut dapat 
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disimpulkan bahwa variabel pengeluaran pemerintah berpengaruh negatif dan 
signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Sulawesi Selatan. 
Menurut Suparmoko (1996), pengeluaran-pengeluaran pemerintah 
untuk jaminan sosial, dan bantuan pemerintah lainnya akan menambah 
pendapatan dan daya beli. Dengan bertambahnya pendapatan yang diperoleh 
pemerintah, maka akan mendorong pertumbuhan ekonomi. Maka dapat 
disimpulkan bahwa baik atau tidaknya hasil yang dapat dicapai oleh kebijakan 
pemerintah tergantung dari kualitas pemerintah itu sendiri. Apabila pemerintah 
tidak atau kurang efisien, maka akan terjadi pemborosan dalam penggunaan 
faktor- faktor produksi. Jika pemerintah terlalu berkuasa dan menjalankan 
fungsi-fungsi ekonomi di dalam perekonomian suatu negara maka peranan 
swasta akan menjadi semakin kecil., para individu dan juga badan-badan usaha 
tidak lagi dapat melatih dirinya dalam menciptakan berbagai inisiatif secara 
efektif unutk mencapai keputusan yang rasional yang sangat berguna bagi 
pencapaian kepuasan atau keuntungan yang maksimal. 
Hasil penelitian yang dilakukan oleh Agus Purbathin Hadi (2008) 
menunjukan beberapa kelemahan dari pengeluaran pemerintah dalam 
mengatasi tingkat kemiskinan pada sisi implementasi program. Penelitian yang 
fokus pada implementasi program mengatasi tingkat kemiskinan memberikan 
hasil yang berbeda yang menunjukkan bahwa tidak mutlak pengeluaran 
pemerintah dapat menurunkan kemiskinan. Misalnya yang dilakukan oleh 
dalam penelitian yang dilakukan oleh Agus Purbathin Hadi (2008) terkait 
implementasi program PPK menemukan bahwa terdapat kekurangan dalam 
63 
 
proses implementasi program mengatasi tingkat kemiskinan yaitu PPK 
(Program Pengembangan Kecamatan). 
2. Pengaruh Pendapatan Perkapita (X2) Terhadap Kemiskinan (Y) 
Variabel pendapatan perkapita (X2) menunjukkan nilai signifikansi 
(0,704 > 0,05) dengan nilai thitung < ttabel (-0,394 < 3,182) dari hasil tersebut 
dapat disimpulkan bahwa variabel pendapatan perkapita berpengaruh negatif 
namun tidak signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Sulawesi 
Selatan. 
Pertumbuhan ekonomi adalah proses kenaikan output per kapita dalam 
jangka panjang (Boediono, 1999:1). Pertumbuhan ekonomi di suatu daerah 
dapat diukur dengan pertumbuhan PDRB per kapita. PDRB per kapita 
merupakan gambaran nilai tambah yang bisa diciptakan oleh masing-masing 
penduduk akibat dari adanya aktivitas produksi. Nilai PDRB per kapita 
didapatkan dari hasil bagi antara total PDRB dengan jumlah penduduk 
pertengahan tahun. PDRB per kapita sering digunakan untuk mengukur tingkat 
kemakmuran penduduk suatu daerah.  
Pendapatan perkapita tidak signifikan memengaruhi tingkat kemiskinan, 
karena secara umum produktivitas masyarakat di Provinsi Sulawesi Selatan 
masih relatif rendah sebagai akibat dari rendahnya tingkat pendidikan di 
Provinsi Sulawesi Selatan.  
3. Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi (X3) Terhadap Kemiskinan (Y) 
Variabel pertumbuhan ekonomi (X3) menunjukkan nilai signifikan 
(0,293 > 0,05) dengan dengan nilai thitung < ttabel (-1,127 < 3,182) dari hasil 
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tersebut dapat disimpulkan bahwa variabel pertumbuhan ekonomi berpengaruh 
negatif dan tidak signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Sulawesi 
Selatan. 
Dalam mengamati perkembangan pembangunan ekonomi indonesia ada 
banyak peneliti yang memberikan perhatian terhadap ketimpangan 
pembangunan ini. Misalnya menurut Klassen (2005) dalam Agussalim (2009) 
pertumbuhan hanya dapat disebut Pro Poor jika tingkat pertumbuhan orang 
miskin berada di atas tingkat pertumbuhan rata-rata. Dengan kata lain 
pertumbuhan relatif bisa berpengruh terhadap orang miskin dalam artian 
pendapatan mereka relatif meningkat dibandingkan dengan kelompok 
masyarakat lainnya. Hal tersebut senada namun konteks yang lebih jelas 
dengan apa yang dikatakan oleh Ravvalioon (1997), Son dan Kakwani (2003) 
dan Bourgoignon (2004) bahwa dampak pertumbuhan ekonomi terhadap 
penurunan angka kemiskinan hanya terjadi jika ketimpangan relatif tinggi. 
Artinya bagi negara yang memiliki tingkat ketimpangan sedang apalagi rendah 
dampak pertumbuhan terhadap kemiskinan tidak signifikan. 
Pengaruh pertumbuhan ekonomi tidak signifikan terhadap tingkat 
kemiskinan. Hal ini mengindikasikan bahwa pertumbuhan ekonomi di Provinsi 
Sulawesi Selatan tidak berpihak pada masyarakat bawah. Bisa dikatakan yang 
menikmati pertumbuhan ekonomi adalah masyarakat lapisan atas. Fakta 
empiris menunjukan bahwa pertumbuhan ekonomi di Privinsi Sulawesi Selatan 
tidak menciptakan kesempatan kerja yang tinggi sehingga berdampak pada 
rendahnya penyerapan tenaga kerja dan pada gilirannya pada rendahnya 
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pendapatan dan rendahnya penurunan angka kemiskinan di Privinsi Sulawesi 
Selatan.  
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BAB V 
PENUTUP 
 
 
A. Kesimpulan 
Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan mengenai pengaruh 
pengeluaran pemerintah, pendapatan perkapita, dan pertumbuhan ekonomi terhadap 
tingkat kemiskinan di Provinsi Sulawesi Selatan, maka dapat diambil kesimpulan 
bahwa Variabel pengeluaran pemerintah (X1) berpengaruh negatif dan signifikan 
terhadap tingkat kemiskinan (Y) di Provinsi Sulawesi Selatan. Variabel pendapatan 
perkapita (X2) berpengaruh negatif namun tidak signifikan terhadap tingkat 
kemiskinan (Y) di Provinsi Sulawesi Selatan. Variabel pertumbuhan ekonomi (X3) 
berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap tingkat kemiskinan (Y) di Provinsi 
Sulawesi Selatan.. 
B. Saran 
 
Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, maka dapat diajukan saran antara 
lain : 
1. Diharapkan kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan agar 
mengembangkan dan meningkatkan kemampuan sumber daya manusia baik 
melalui penyediaan balai latihan keterampilan-keterampilan khusus maupun 
lainnya, agar masyarakat lebih kreatif dan berkompeten dalam segala bidang 
termasuk dalam hal membuka lapangan usaha baru. 
2. Diharapkan kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan agar memfokuskan 
perhatiannya pada program pengentasan kemiskinan, agar tingkat kemiskinan 
bisa menurun. 
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3. Untuk peneliti selanjutnya diharapkan mampu mengembangkan penelitian 
yang telah saya lakukan untuk melihat faktor lain yang mempengaruhi tingkat 
kemiskinan selain dari faktor-faktor yang telah penulis teliti dalam skripsi ini. 
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Lampiran  
Hasil Regresi 
 
Model Summary
b
 
Model R R Square Adjusted R 
Square 
Std. Error of the 
Estimate 
Durbin-Watson 
1 ,961
a
 ,923 ,894 ,62295 1,595 
a. Predictors: (Constant), Pertumbuhan Ekonomi, Pengeluaran Pemerintah, Pendapatan 
Perkapita 
b. Dependent Variable: Tingkat Kemiskinan 
 
 
ANOVA
a
 
Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 
1 
Regression 37,171 3 12,390 31,928 ,000
b
 
Residual 3,105 8 ,388   
Total 40,275 11    
a. Dependent Variable: Tingkat Kemiskinan 
b. Predictors: (Constant), Pertumbuhan Ekonomi, Pengeluaran Pemerintah, Pendapatan Perkapita 
 
 
 
Coefficients
a
 
Model Unstandardized 
Coefficients 
Standardize
d 
Coefficients 
T Sig. Collinearity 
Statistics 
B Std. Error Beta Toleranc
e 
VIF 
1 
(Constant) 89,407 44,313  2,018 ,078   
Pengeluaran 
Pemerintah 
-3,561 2,845 -,550 -2,251 ,043 ,050 2,058 
Pendapatan 
Perkapita 
-4,013 10,189 -,221 -,394 ,704 ,030 3,811 
Pertumbuhan 
Ekonomi 
-,382 ,339 -,249 -1,127 ,293 ,197 5,071 
a. Dependent Variable: Tingkat Kemiskinan 
 
 
 
 
Residuals Statistics
a
 
 Minimum Maximum Mean Std. Deviation N 
Predicted Value 9,8621 14,7298 12,1783 1,83825 12 
Residual -1,16980 ,60048 ,00000 ,53125 12 
Std. Predicted Value -1,260 1,388 ,000 1,000 12 
Std. Residual -1,878 ,964 ,000 ,853 12 
a. Dependent Variable: Tingkat Kemiskinan 
 
 
 
Collinearity Diagnostics
a
 
Model Dimens
ion 
Eigenvalue Condition 
Index 
Variance Proportions 
(Constant) Pengeluaran 
Pemerintah 
Pendapatan 
Perkapita 
Pertumbuhan 
Ekonomi 
1 
1 3,982 1,000 ,00 ,00 ,00 ,00 
2 ,018 14,775 ,00 ,00 ,00 ,22 
3 ,000 158,768 ,04 ,10 ,00 ,15 
4 3,544E-006 1059,912 ,96 ,90 1,00 ,64 
a. Dependent Variable: Tingkat Kemiskinan 
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